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ABSTRACT

Education programs from year to year changes in the era of globalization. 
Computer Based Test (CBT) are an improvement in the quality of education. SMA 
PARULIAN 1 MEDAN in the 2016/2017 not carrying out computer based test 
because there is insufficient infastructure dan unpreparedness of student. The 
research to describe the implementation of Computer Based Test (CBT) in the 
2016/2017 year at SMA PARULIAN 1 MEDAN. This research method is 
qualitative descriptive. Data is collected by collecting data from observation, 
interviews dan documentation. The collection technique is used obtain in-depth 
data from the informan which includes the implementation of the exam. Research 
by using the theoretical analysis of Van Meter and Van Horn implementation 
model which contained six variabel, these result the implementation Computer 
Based Test (CBT) which were not implemented where there are constrains the 
resources that is the unpreparedness of human resources and material, disposition 
or attitude of implementer that is because non-suppoetive recources so decided to 
follow the pilot from SMA Negeri 5 Medan for the implementation of computer 
based test (CBT) exam in studied 2017/2018, social and economic environment 
that is the limited use of boss fund can only buy one computer every year. The 
research hopes that in the future schools will carry out  Computer Based Test 
(CBT ) national exam to better prepare and pay attention to all matters relating to 
the implementation of the exam.

Keyword : Implementation, Policy, Computer Based Test
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ABSTRAK 

Program pendidikan dari tahun ke tahun mengalami peubahan di era globalisasi. 
Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) merupakan salah satu upaya 
peningkatan kualitas pendidikan. SMA Parulian 1 Medan pada tahun ajaran 
2016/2017 tidak melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). 
karena kurang memadainya sarana-prasarana dan ketidaksiapan siswa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi ujian nasional 
berbasis komputer (UNBK) pada tahun ajaran 2016/2017 di SMA Parulian 1 
Medan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan 
dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
pengumpulan data tersebut digunakan untuk memperoleh data yang mendalam 
dari para informan yang meliputi pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer 
(UNBK) pada tahun ajaran 2016/2017 SMA Parulian 1 Medan. Dari hasil 
penelitian dengan mengunakan analisis teori model implementasi Van Meter dan 
Van Horn yang terdapat enam variabel didalamnya, hasil penelitian tersebut 
implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tidak dilaksanakan 
dimana adanya kendala yakni pada sumber daya yaitu sumber daya manusia dan 
sumber daya material, disposisi atau sikap pelaksana yaitu Sumber daya yang 
tidak medukung sehingga memutuskan untuk mengikuti percontohan dari SMA 
Negeri 5 Medan untuk pelaksanaan UNBK tahun ajaran 2017/2018, serta 
lingkungan sosial dan ekonomi yaitu keterbatasan pengunaan dana bos hanya 
bisa membeli komputer satu buah setiap tahunnya.  Peneliti berharap kedepannya  
kepada pihak sekolah yang akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis 
Komputer (UNBK) supaya lebih memperhatikan segala hal yang berkaitan 
dengan  pelaksanaan ujian tersebut.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, UNBK
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1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang 

Program pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan 

seiring dengan tantangan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing di era globalisasi.Sehingga pendidikan harus 

mampu menyiapkan sumber daya manusia yang bukan sekedar berfungsi sebagai 

penerima arus informasi akibat perkembangan ilmu dan teknologi tetapi harus 

memberikan bekal kepada mereka agar dapat mengelola, menyesuaikan dan 

mengembangkan apa yang harus diterima melalui perkembangan teknologi.

Teknologi Informasi dan Komunikasi berkembang sedemikian pesat 

merasuk kedalam kehidupan sehari-hari dan juga memberikan dampak besar pada 

dunia pendidikan. Salah satunyaadalahUjian Nasional Berbasis Komputer

(UNBK).Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)merupakan salah satu upaya 

peningkatan kualitas pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa sampai dengan 

mempersiapkan bangsa menuju tatanan global yang semakin kompetitif dan 

mementingkan kualitas diri dengan memanfaatkan teknologi dibidang pendidikan.

UNBK menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah ujian 

yang menggunakan komputer sebagai media untuk menampilkan soal dan proses 

menjawabnya. Perluasan pelaksanaan UNBK dimaksudkan untuk meningkatkan 

efisiensi, mutu, reliabilitas, kredibilitas, dan integritas ujian. Hal ini menunjukan 

bahwa UNBK atau ComputerBasedTest (CBT) merupakan salah satu bentuk dari 

kegiatan evaluasi pendidikan yang dilakukan pemerintah, untuk mengetahui hasil 
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2

belajar siswa dengan menggunakan komputer sebagai media untuk memudahkan 

dalam mengerjakan soal ujian nasional.  

UNBK berbeda dengan sistem Ujian Nasional Berbasis Kertas (Paper 

BasedTest)yang selama ini sudah berjalan. UNBK merupakan salah satu alternatif 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan ujian nasional berbasis kertas. 

UNBK memberikan banyak manfaat dalam pelaksanaannya, yaitu lebih 

memudahkan dalam mengerjakan soal ujian, menghemat biaya pengadaan serta 

distribusi bahan dan meningkatkan keamanan dalam proses penyiapan bahan yang 

sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan UNBK. Hal ini dikarenakan dengan 

UNBK, peserta didik tidak perlu memakai pensil, pulpen, penghapus, serutan dan 

papan berjalan. Peserta didik juga dibuat nyaman, yaitu tidak perlu menghitamkan 

Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) dan mengisi biodata yang memakan 

waktu lama sekitar 10 menit. Peserta didik juga tidak perlu khawatir dengan 

kerusakan LJUN atau tidak terbaca oleh scanner. Pelaksanaan UNBK tidak 

membutuhkan kertas dan ramah lingkungan serta mencegah kecurangan dan 

kebocoran soal. Oleh karena itu, peserta didik sangat diuntungkan dengan adanya 

UNBK ini. (IndahyanaPutriManafe, 2017 : 2)

Dalampelaksanaan UNBK yang menjadi kendala saat ini adalah 

ketersediaan perangkat komputer. Meski banyak sekolah yang mengaku siap, 

namun kondisi perangkat dan jaringan belum sepenuhnya beroperasi dengan baik. 

Masih banyak sekolah yang tidak mempunyai cukup perangkat komputer 

yanglayak. (http:// sumeks.co.id)
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SMA Parulian 1 Medan merupakan salah satu sekolah yang sudah 

melaksanakan UNBKpadatahunajaran 2017/2018. Namun pada tahun ajaran 

2016/2017SMAParulian 1 Medan tidak melaksanakan UNBK dikarenakan tidak 

memenuhi kriteria dan persyaratan pelaksanaan UNBK, Kepala 

Sekolah(TropinusTambunan) menyampaikan bahwa sekolah mereka belum siap 

mengikuti UNBK dikarenakan ada 100 lebih peserta didik SMA yang akan 

mengikuti ujian nasionalbelum siap mengikuti agenda UNBK sehingga 

sekolahnya mengikuti ujian nasional manual seperti yang dilakukan sebelumnya 

akibat dari sarana dan prasarana seperti komputer yang dibutuhkan untuk UNBK 

belum memadai dan belum cukup. [Go sumut, minggu 15/01/2017 pukul 13.50 

wib.James Aries]..

Berdasarkan dari permasalahandiatas, maka penulis tertarik umtuk 

mengambil judul skripsi yakni “ 

ImplementasiUjianNasionalBerbasisKomputer(UNBK ) di SMA Parulian 1 

Medan” 

1.2 Perumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2015 : 88), perumusan masalah merupakan suatu 

pertanyaan yang dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Untuk 

mempermudah penelitian agar mendapatkan arah yang jelas dalam 

menginterprestasikan fakta dan latar belakang diatas. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
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1. Bagaimana Implementasi UNBK Di SMA Parulian 1 

Medanpadatahunajaran 2016/2017?

2. Apa Faktor-Faktor Penghambat ImplementasiUNBKDi SMA Parulian 1 

Medanpadatahunajaran 2016/2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan mencapai pemecahan masalah yang jelas, karena 

dengan itu mempermudah arah penelitian dan mendapatkan manfaat yang diambil 

dari penelitiantersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

diatasmaka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi UNBK Di SMA Parulian 1 

Medanpadatahunajaran 2016/2017

2. Untuk mengetahui dan mampu menjelaskan faktor-faktor penghambat 

ImplementasiUNBKpadatahunajaran 2016/2017 Di SMA Parulian 1 

Medan

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Ahmad (2015 : 188) manfaat penelitian merupakan dampak dari 

tercapainya tujuan. Kalau tujuan dapat tercapai, dan rumusan masalah dapat 

terjawab secara akurat.

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :
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1. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan khususnya 

yang ingin mengkaji implementasi UNBK

2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk 

memberikan masukan kepada pemerintah tentang pelaksanaan UNBK 

3. Untuk menambah pengalaman peneliti serta menambah wawasan bagi 

tempat dimana penulis melakukan penelitian secara langsung mengenai 

Implementasi UNBK di SMAParulian 1 Medan

4. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat secara umum 

tentang pelaksanaan UNBK

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
------------------------------------------------------ 
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. 
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah. 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/18/2019UNIVERSITAS MEDAN AREA



6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teori 

2.1.1Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Alwi, 2003) Implementasi 

adalah pelaksanaan, penerapan. Sedangkan pelaksananan adalah proses, 

cara pembuatan pelaksanaan. Implementasi mempunyai arti penerapan, 

pelaksanaan dari suatu kebijakan, keputusan atau kebijakan dalam bentuk 

undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan lain-lain.

Implementasi menurut Ripley dan Frankin yang dikutip Winarno 

(2014 :148) mengemukakan implementasi adalah apa yang terjadi setelah 

undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, 

keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangibleoutput). 

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti 

pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang 

diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Menurut Gordon dalam Deddy Mulyadi ( 2016 : 24 ) implementasi 

berkenaan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. 

Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, 

menginterprestasi dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. 

Mengorganisasi berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-

metode untuk melaksanakan program.Melakukan interprestasi berkenaan 

dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana 
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dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible.Menerapkan 

berarti mengunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan 

pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata 

lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program.Dalam 

hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu 

memikirkan dan menghitungkan secara matang berbagai kemungkinan 

keberhasilan dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas 

melaksanakan program.

Menurut Zainal Abidin dalam Deddy Mulyadi ( 2016 : 25 ) terdapat 

pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, antara lain :

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini melihat peran instusi atau organisasi sebagai 

sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak 

sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan 

maka perlu dilakukan 

 Planning of change yakni perencanaan yang berkaitan 

dengan implementasi kebijakan untuk melakukan 

perubahhan yang bersifat internal organisasi.

 Planning for change yakni perencanaan tentang 

perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari 

luar.

2. Pendekatan prosedur/manajerial 

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-

langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (planning, 
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programming, budgeting, supervision atau programming, 

evaluation, review technique.Yang paling penting dalam proses 

implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

3. Pendekatan kewajiban/behavior 

Pendekataan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan 

masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat 

terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau subtamsi 

kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan 

cara mengimplementasikannya. 

4. Pendekatan Politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan 

kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat 

atau dalam organisasi.

Menurut Zainal Abidin dalam Deddy Mulyadi (2016 :26) proses 

implementasi berkaitan dengan dua faktor utama ; faktor utama internal 

dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal : kebijakan yang akan 

diimplementasikan. Faktor utama eksternal : kondisi lingkungan dan 

pihak-pihak terkait. Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan 

dalam proses implementasi karena yang diimplementasikan justru 

kebijakan itu sendiri. 

Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya suatu perubahan atau 

transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang 

diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan 

berbagai pihak lapisan berbagai masyarakat.Oleh karena itu, keberhasilan 
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sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat yang mampu 

mengakomodasikan berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda 

dalam masyarakat.

2.1.2Model Implementasi Kebijakan

A. Model Implementasi Merilee S. Grindle

Teori Merilee S. Grindle berpendapat bahwa keberhasilan 

implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan 

(content of policy) dan lingkungan implementasi (context of 

implementation).Variabel isi kebijakan mencakup kepentingan kelompok 

sasaran, jenis manfaat yang diterima, perubahan yang diinginkan, apakah 

letak suatu program sudah tepat, apakah telah menyebutkan 

implementornya dengan rinci, dan apakah kebijakan didukung oleh 

sumber daya yang memadai.Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan, 

mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang 

dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, 

karakteristik institusi, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok 

sasaran (Winarno, 2014).

B. Model Implementasi George C. Edward III

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi 

oleh empat variabel, yaitu:
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1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan 

mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus 

dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan,

2. Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan telah 

dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila 

implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka 

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut 

dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi 

implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor, seperti komitmen, kejujuran, dll. Apabila 

implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor 

tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja 

dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta 

adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang 

berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu 

struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, 

saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi 

yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pegawasan dan 

menimbulkan redtape yakni prosedur birokrasi yang rumit dan 

kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
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C. Model Implementasi Van Meter Dan Van Horn

Model pendekatan mempengaruhi efektifitas keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan. Van Meter dan van Horn menawarkan 

satu model dasar yang mempunyai enam variabel yang membentuk 

hubungan (linkage) antara kebijakan dan kinerja (performance). Model 

ini seperti yang diungkapkan oleh van Meter dan van Horn tidak hanya 

menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan 

variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga 

menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas 

(Winarno, 2014 : 158).

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van 

Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy 

Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi 

atau performansi suatu pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya 

secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan 

yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model 

ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear 

dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini 

menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel 

yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan 

2. Sumber daya 

3. Karakteristik organisasi pelaksana terkait dan kegiatan-kegiatan 

pelaksana
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4. Disposisi atau sikap para pelaksana 

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan 

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. (Winarno, 2014 : 158).

2.1.3 ProsesKebijakan

Menurut Winarno (2007 : 29), menyatakan bahwa masing-masing 

alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk 

memecahkan masalah. Keputusan kebijakan merupakan puncak dari 

berbagai keputusan yang dibuat selama proses kebijakan itu berlangsung. 

Tahap keputusan kebijakan bukan merupakan pemilihan dari berbagai 

alternatif kebijakan, melainkan tindakan tentang apa yang boleh dipilih. 

Pada saat proses kebijakan bergerak kearah proses pembuatan keputusan, 

maka beberapa usul akan diterima sedangkan usul yang lain akan ditolak 

dan tawar-menawar akan terjadi hingga akhirnya dalam beberapa hal, 

keputusan kebijkan hanya sebuah formalitas.

Untuk membuat keputusan kebijakan ada beberapa tahap yang 

perlu dilakukan yaitu : 

a. Tahap Perumusan

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan 

langkah yang paling fundamental dalam sebuah kebijakan

b. Tahap Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah masuk ke dalam agenda 

kebijkan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi 
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antara satu dengan yang lain, misalnya apakah masalah 

tersebut mempunyai dampak besar bagi masyarakat dan 

membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan.

c. Tahap Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan 

Masalah

Tahap ini perumusan kebijakan akan dihadapkan pada 

pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat 

dalam perumusan kebijakan.

d. Tahap Penetapan Kebijakan

Alternatif kebijkan diambil pada dasarnya merupakan 

kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang 

terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan 

kebijakan dapat berbentuk undang-undang, yurispundensi, 

keputusan presiden, keputusan-keputusan kementerian dan 

lain sebagainya.

2.1.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi 

kebijakan publik ditinjau menurut model implementasi Van Meter dan Van 

Horn maka hal trsebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Standar Dan Sasaran Kebijakan / Ukuran Dan Tujuan 

Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat 

keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat 
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realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. 

Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka 

akan sulit direalisasikan (Agustino dalam Winarno, 2014). Van 

Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014) mengemukakan untuk 

mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan 

standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana 

kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian 

atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap 

faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van 

Meter dan Van Horn, identifikasi indikator–indikator kinerja 

merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi 

kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana 

ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah 

direalisasikan.Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna 

dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara 

menyeluruh.Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan 

merupakan bukti dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa 

kasus (Winarno, 2014).

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan 

tujuan kebijakan adalah penting.Implementasi kebijakan yang 

berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials) 

tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan 

kebijakan.Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat 
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dengan disposisi para pelaksana (implementors).Arah disposisi 

para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan 

kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors 

mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, 

dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi 

tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, dalam Winarno, 

2014).

b. Sumber Daya

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan 

kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses 

implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. 

Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang 

keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang 

dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang 

mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif 

(Winarno, 2014). 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung 

dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia.Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam 

menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.Setiap 

tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh 

kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.Selain sumber daya 

manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan 
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penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana 

yang dikemukakan oleh Derthicks (Winarno, 2014) bahwa: ”New 

town study suggest that the limited supply of federal incentives was 

a major contributor to the failure of the program”. 

Van Mater dan Van Horn (dalam Winarno, 2014) 

menegaskan bahwa:”sumber daya kebijakan (policy resources) 

tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan 

ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar 

administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri 

atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan 

(implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana 

atau insentif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan 

sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi 

formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam 

pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja 

implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat 

serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan 

konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan 

sehingga dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan displin. Pada 

konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan 

persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan 

penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.
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Menurut Edward III, 2 (dua) karakteristik utama dari struktur 

birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = Standard 

Operating Procedures) dan fragmentasi.

a) Standard Operating Procedures (SOP). SOP dikembangkan 

sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber 

daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam 

bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar 

luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di 

masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan 

karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP 

sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan 

baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe 

personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin 

besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang 

rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP 

menghambat implementasi (Winarno, 2014). 

b) Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan 

di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, 

kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, 

konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi 

organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran 

tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara 

beberapa unit organisasi. “fragmentation is the dispersion of 

responsibility for a policy area among several organizational 
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units.” (Winarno, 2014). Semakin banyak aktor-aktor dan 

badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan 

semakin saling berkaitan  keputusan-keputusan mereka, semakin 

kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward 

menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi 

dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, 

semakin kecil peluang untuk berhasil (Winarno, 2014). 

Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur 

formal dari organisasi- organisasi dan atribut-atribut yang tidak

formal dari personil mereka.Van Meter dan Van Horn yang 

dikutip Winarno (2014) mengetengahkan beberapa unsur yang 

mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam 

mengimplementasikan kebijakan.

 Kompetensi dan ukuran staf suatu badan. 

 Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan 

sub unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana. 

 Sumber-sumber politik suatu organisasi (Misalnya dukungan 

di antara anggota-anggota legislatif dan ekskutif). 

 Vitalitas suatu organisasi.

 Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang didefenisikan 

sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal 

secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi 

dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi. 
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 Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan 

pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. 

d. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan 

Pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, 

menurut Van Horn dan Van Mater (Winarno, 2014) apa yang menjadi 

standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors) yang 

bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, 

karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para 

pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi 

kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan 

tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari 

berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman 

terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi 

standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan 

kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang 

diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu 

organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering 

merupakan proses yang sulit dan komplek. Proses pentransferan berita 

kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi 

lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami ganguan (distortion) 

baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda 

memberikan interprestasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap 
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suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan 

interprestasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka pada 

suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukansuatu kejadian yang 

lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. 

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang 

efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana 

kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency) 

(Van Mater dan Varn Horn, dalam Winarno, 2014).Disamping itu, 

koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi 

kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak 

yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan 

semakin kecil dan demikian sebaliknya.

e. Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Winarno, 

2014 ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan 

sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi 

kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan 

yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang 

mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka 

rasakan.Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang 

sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan 

tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang 

harus diselesaikan”.
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Sikap mereka dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu 

kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap 

kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan 

pribadinya. Van Mater dan Van Horn (Winarno, 2014) menjelaskan 

disposisi bahwa implementasikebijakan diawali penyaringan 

(befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana 

(implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. 

Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi 

kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, 

antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman 

dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap 

kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau 

menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas 

terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan 

tujuan kebijakan adalah penting.Karena, bagaimanapun juga 

implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) 

ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari 

terhadap standar dan tujuan kebijakan.Arah disposisi para pelaksana 

(implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan 

hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam 

melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang 

menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, dalam 

Winarno, 2014). 
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Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam 

terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah 

merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan 

implementasi kebijakan (Kaufman dalam Winarno, 2014).Pada 

akhirnya, intesitas disposisi para pelaksana (implementors) dapat 

mempengaruhi pelaksana (performance)kebijakan. Kurangnya atau 

terbatasnya intensitas disposisi ini, bisa menyebabkan gagalnya 

implementasi kebijakan

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja 

implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal 

turut mendorong keberhasilan kebijakan publik.Lingkungan sosial, 

ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber 

masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.Karena itu, 

upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan 

eksternal yang kondusif.

Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van 

Meter dan Van Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:
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Gambar 1. Model Implementasi KebijakanVan Meter dan Van Horn

Winarno (2014) menjelaskan implementasi merupakan 

proses yang dinamis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

suatu kebijaksanaan dalam tahap-tahap awal mungkin akan 

mempunyai konsekuensi yang kecil dalam tahap selanjutnya. 

Dengan demikian, studi implementasi yang dilakukan secara 

longitudinal menjadi sangat penting dimana hubungan-hubungan 

diidentifikasi pada suatu waktu tidak harus diperpanjang secara 

kasual pada periode waktu lainnya.

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
------------------------------------------------------ 
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. 
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah. 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/18/2019UNIVERSITAS MEDAN AREA



24

2.1.5 PengertianUjian Nasional Berbasis Komputer

Menurut peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 

0031/BNSP/III/2015 tentang Prosedur Operasional Standar 

Penyelenggaraan Ujian nasional Tahun Pelajaran 2014/2015Ujian nasional 

adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi 

lulusan SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, 

SMK/MAK secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu. 

Sedangkan menurut Hari Setiadi (2005) ujian nasional adalah 

penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai 

pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran 

tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut peraturan BSNP 0031/BNSP/III/2015 tentang Prosedur 

Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 

2014/2015 Ujian Nasional Berbasis Komputer (ComputerBasedTest, CBT) 

yang selanjutnya disebut UN CBT adalah sistem ujian yang digunakan 

dalam UN dengan menggunakan sistem komputer. Jadi ujian nasional 

berbasis komputer adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian 

standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK, 

SMALB, SMK/MAK secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu 

yang menggunakan teknologi komputer atau sistem komputer dalam teknis 

pelaksanaan ujiannya.

Ujian nasional berbasis komputer adalah salah satu alternatif yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan ujian nasionalberbasis 
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kertas.Adapun kelemahan dari ujian nasional berbasis kertas menurut 

PUSPENDIK (2015:5) sebagai berikut :

Ujian nasional berbasis kertas mempunyai kelemahan, diantaranya 

: bentuk soalyang digunakan pada saat ujian sulit untuk dibuat bervariasi; 

tampilan soal terbatas, hanya dua dimensi; diperlukan banyak kertas dan 

penggandaan yang cukup besar; pengamanan kerahasiaan soal relatif sulit 

dan memerlukan biaya cukup besar, pengolahanhasil memerlukan waktu 

yang relatif lama.

Pada intinya adalah ujian nasionalberbasis komputer dilakukan 

guna untuk menekan biaya pengeluaran terhadap pelaksanaan ujian 

nasionaldalam segi pengaplikasiannya di lapangan. Dari proses pencetakan 

soal, penggandaan soal,pencetakkan lembar jawab siswa dan proses 

pendistribusian soal yang membutuhkan biaya yang relatif tidak sedikit. 

Maka dari itu salah satu alternatif pemacahan masalahnya adalah dengan 

menggunakan atau memanfaatkan teknologi komputer dan informasi 

untuk mengatasi permasalahan tersebut.Bentuk pemanfaatan teknologi 

komputer dan informasi ini adalah dengan menerapkan bentuk ujian 

nasional berbasis komputer. (Arif Nurhidayat, 2016)

2.1.6Tujuan Ujian Nasional Berbasis Komputer 

Menurut UU No 20 tahun 2013 tentangSistem pendidikan Nasional 

(Sisdiknas)secara umum adanya ujian nasionalbertujuan untuk menilai 

pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata 

pelajaran tertentu dalam rangka pencapaian standar nasional 

pendidikan.Ujian nasionalsebagai salah satu alat evaluasi belajar siswa 

yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian komptensi siswa 
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yang ditinjau dari beberapa mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam 

proses pembelajaran. Anies R. Baswedan memaparkan dalam konferensi 

pers tanggal 23 Januari di Jakarta (Kemendikbud, 2015) bahwa ujian 

nasionalberbasis komputer atau UN CBT bermanfaat untuk :

a. Meningkatkan mutu, fleksibilitas dan kehandalan ujian 

nasional.

b. Memperlancar proses pengadaan ujian nasional.

c. Hasil yang lebih cepat dan detail kepada siswa, orangtua 

dan sekolah (Arif Nurhidayat, 2016 : 22).

2.1.7Petunjuk PelaksanaanUjian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)

Ketentuan Umum

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Ujian Nasional Berbasis Kertas (Paper Based Test, PBT) yang 

selanjutnyadisebut UN adalah sistem ujian yang digunakan dalam UN 

dengan menggunakannaskah soal dan Lembar Jawaban Ujian Nasional 

(LJUN) berbasis kertas.

2. Ujian Nasional Berbasis Komputer (Computer Based Test) yang 

selanjutnya disebutUNBK adalah sistem ujian yang digunakan dalam UN 

denganmenggunakan sistem komputer.

3. Proktor adalah petugas yang diberi kewenangan untuk menangani aspek 

teknispelaksanaan UNBK di ruang ujian.
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4. Teknisiadalah petugas pengelola laboratorium komputer (pranata 

komputer) disekolah/madrasah yang melaksanakan UNBK.

5. Peserta UNBKadalah peserta Ujian Nasional pada sekolah/madrasah 

yangmelaksanakan UNBK.

Pelaksana UNBK

A. Pelaksana UNBKTingkat Pusat

1. Bidang Pelaksana UNBK Tingkat Pusat adalah Panitia Pelaksana UN 

Tingkat Pusatyang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggungjawab atas 

pelaksanaanUNBK dari tingkat pusat sampai dengan satuan pendidikan.

2. Bidang Pelaksana UNBK Tingkat Pusat terdiri dari unsur-unsur: BSNP, 

Puspendik,Pustekkom, perguruan tinggi, direktorat pembinaan teknis, dan 

unit-unit  terkait lainnya.

B. Pelaksana UNBK Tingkat Provinsi

1. Pelaksana UNBK Tingkat Provinsi adalah Panitia Pelaksana UN Tingkat.

2. Provinsi yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggungjawab 

ataspelaksanaan UNBK di provinsi masing-masing.

3. Pelaksana UNBK Tingkat Provinsi terdiri dari unsur-unsur: Dinas 

PendidikanProvinsi, LPMP, dan unit-unit terkait lainnya. Pelaksana 

UNBK Tingkat Provinsi dapat membentuk tim teknis.

C. Pelaksana UNBK Tingkat Kabupaten/Kota

1) Bidang Pelaksana UNBK Tingkat Kabupaten/Kota adalah Panitia 

Pelaksana UNTingkat Kabupaten/Kota yang memiliki tugas, kewenangan, 
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dantanggungjawab atas pelaksanaan UNBK kabupaten/kota masing-

masing.

2) Bidang Pelaksana UNBK Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari unsur-

unsur: Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan unit-unit terkait lainnya.

Prosedur Pelaksanaan UNBK

1. Penyiapan Sistem UNBK

a. Pelaksana UNBK Tingkat Pusat mengembangkan sistemyang mencakup 

desain, program aplikasi, dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan 

UNBK.

b. Pelaksana UNBK Tingkat Pusat berkoordinasi dengan lembaga lain yang 

relevan untuk melakukan evaluasi program aplikasi dan sistem UNBK.

c. Pelaksana UNBK Tingkat Pusat menyusun petunjuk teknis penggunaan 

(usermanual) dan bahan pelatihanbagi tim teknisiprovinsi/kabupaten/kota, 

proktor, teknisi, dan peserta UNBK.

d. Pelaksana UNBK Tingkat Pusat menyusun materi sosialisasibagi 

pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, 

sekolah/madrasah, dan peserta UNBK.

2. Penetapan Sekolah/Madrasah Pelaksana UNBK

a. Pelaksana UNBK Tingkat Pusat.

1) Berkoordinasi dengan direktorat pembinaan teknis, Dinas 

Pendidikan Provinsi, LPMP, dan Dinas pendidikan Kabupaten/kota 

serta unit terkait lainnya untuk mengidentifikasi sekolah/madrasah 

yang melakukan UNBK.
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2) Menetapkan kriteria sekolah/madrasah yang akan menjadi 

pelaksana UNBK sebagai berikut : 

a) Tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut:

i. Komputer personal atau laptop sebagai client 

dengan rasio jumlah client dibanding jumlah peserta 

UN minimal 1:3 serta client minimal 10%.

ii. Server yang memadai dilengkapi dengan UPS.

iii. Jaringan lokal (LAN) dengan media kabel.

iv. Koneksi internet dengan kecepatan yang memadai.

v. Asupan listrik yang memadai (diutamakan memiliki 

genset dengan kapasitas yang memadai).

vi. Ruangan ujian yang memadai.

b) Diutamakan sekolah/madrasah terakreditasi A.

3) Melakukan verifikasi dan menetapkan sekolah/madrasah yang 

layak menjadi pelaksana UNBK.

3. Penetapan Proktor, Teknisi, Pengawas UNBK

a. Kriteria dan Persyaratan

1) Kriteria dan persyaratan proktor adalah sebagai berikut:

a) Guru, dosen, atau widyaiswara yang memiliki kompetensi bidang.

b) Teknologi informasi komunikasi (TIK).

c) Mengikuti pelatihan sebagai proktor UNBK.

d) Bersedia ditugaskan sebagai proktor disekolah/madrasah 

penyelenggara UNBK.

e) Menandatanganifaktaintegritas.
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2) Kriteria dan persyaratan teknisi adalah sebagai berikut:

a) Guru atau staf sekolah/madrasah yang memiliki 

pengetahuan,keterampilan, dan pengalaman dalam mengelola 

LANsekolah/madrasah.

b) Mengikuti sebagai teknisi UNBK.

c) Menandatangani fakta integritas.

b. Mekanisme penetapan proktor dan teknisi

1) Penetapan Proktor.

a) Sekolah/Madrasah mengirimkan usulan calon proktor ke Pelaksana 

UNBK Tingkat Kabupaten/Kota.

b) Pelaksana UNBK Tingkat Kabupaten/Kota merekrut calon proktor.

c) Calon proktor mengikuti pelatihan UNBK.

d) Pelaksana UNBK Tingkat Kabupaten/Kota menetapkan proktor yang 

telah memenuhi kriteria dan persyaratan.

e) Pelaksana UNBK Tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan surat 

penetapan kepada Pelaksana UNBK Tingkat Provinsi untuk 

diteruskan ke Pelaksana UNBK Tingkat Pusat.

2) Penetapan Teknisi

a) Sekolah/madrasah pelaksana UNBK menetapkan teknisi yang telah 

memenuhi kriteria dan persyaratan.

b) Sekolah/madrasah pelaksana UNBK menyampaikan surat penetapan 

tersebut kepada Pelaksana UNBK Tingkat Kabupaten/Kota untuk 

diteruskan ke Pelaksana UNBK Tingkat Provinsi dan Pelaksana 

UNBK Tingkat Pusat.
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4. Sosialisasi dan Pelatihan Sistem UNBK

a. Pelaksana UNBK Tingkat Pusat bekerjasama dengan pemangku 

kepentingan (stakeholder) melakukan sosialisasi sistem UNBK pada 

Pelaksana UNBK Tingkat Provinsi Pelaksana UNBK Tingkat 

Kabupaten/Kota, dan sekolah/madrasah pelaksana UNBK.

b. Pelaksana UNBK Tingkat Pusat melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk 

Tim Teknis UNBK Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

c. Tim Teknis UNBK Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi pelatihan 

kepada proktor dan teknisi sekolah/madrasah.

d. Sekolah/Madrasah pelaksana UNBK melakukan sosialisasi penggunaan 

program aplikasi UNBK kepada calon peserta ujian di sekolah/madrasah 

masing-masing.

5. Penyiapan Sistem UNBK di Sekolah/Madrasah Pelaksana UNBK

a. Penyiapan server lokal, client, dan jaringan LAN dan WAN, instalasi 

sistem dan aplikasi: H-21 sampai dengan H-15.

b. Simulasi Ujian (Gladi Bersih): H-14 sampai dengan H-9.

c. Sinkronisasi data: H-7 sampai dengan H-2.

d. Pencetakan Berita Acara, Daftar Hadir, dan Kartu Login: H-2 sampai 

dengan H-1.

6. Persyaratan Teknis Sekolah/Madrasah Pelaksana UNBK

a. Menyediakan petugas laboratorium komputer (minimal 1 proktor dan 1

teknisi).

b. Menyediakan sarana komputer dengan spesifikasi (minimal) sebagai 

berikut:
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Server (utama dan cadangan):

1. PC/Tower/Desktop (bukan laptop).

2. Processor 4 core dengan clock rate minimal 400 MHz.

3. RAM 8 GB, DDR 3.

4. Harddisk 250 GB.

5. Operating System (64 bit): Windows Server/Windows 8/Windows.

7. Linux Ubuntu 14.04.

6. LAN CARD, dua unit.

7. UPS (tahan 15 menit).

8. Jumlah server mengikuti rasio 1:40 (1 server maksimal untuk 40 client).

9. Cadangan 1 server.

Client (utama dan cadangan):

1. PC atau Laptop.

2. Monitor minimal 12 inch.

3. Processor minimal dual core.

4. RAM minimal 512 MB.

5. Operating System: Windows XP/Windows 7/Windows 8/ LINUX.

6. Web Browser: Chrome/Mozilla Firefox/Xambro.

7. Hardisk minimal tersedia 10 GB (free space).

8. LAN Card.

9. Jumlah client mengikuti rasio 1:3 ( 1 client untuk 3 peserta).

10. Cadangan minimal 10%.

11. Headset/earphone (untuk ujian listening SMA/MA dan SMK).

Jaringan area lokal (Local Area Network – LAN)
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1. Switch dengan jumlah port sesuai dengan jumlah komputer pada

setiap setiap server.

2. Setiapserverharus memiliki switch sendiri (tidak digabung dengan

serverlain).

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Plano (2010 : 266) kerangka pemikiran merupakan inti dari suatu 

kegiatan penelitian yang berisikan dasar-dasar teoritis mengenai masalah-maslah 

yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dalam ilmu pengetahuan empiris (ilmu 

politik dan ilmu pemerintahan), teori mengacu pada kaitan yang logis pada 

perangkat profesi yang memastikan adanya hubungan diantara variabel-variabel 

dengan maksud dengan menjelaskan kedua-duanya. 

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau 

juga mengambil dari suatu teori yang diangggap relevan dalam upaya menjawab 

masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai ImplementasiUNBK di 

SMA Parulian 1 Medan. Dalam menjawab rumusan penelitian ini penulis 

mengambil teori Implementasi Van Meter Dan Van Horn(Winarno, 2014 : 

158)mengemukakan Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah 

implementasi kebijakan publik antara lain : a). Standar Dan Sasaran Kebijakan / 

Ukuran Dan Tujuan Kebijakan b). Sumber Daya c). Karakteristik Organisasi 

Pelaksana d). Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan 
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Pelaksanaan e). Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana f). Lingkungan Sosial, 

Ekonomi Dan Politik

DariteoriVan Meter Dan Van Horn(Winarno, 2014 : 158), peneliti dapat 

menjawab masalah-masalah dalam Implementasi UNBK di SMA Parulian 1 

Medan serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan.Keberhasilan 

pelaksanaan UNBK dapat diukur keenam unsur tersebut.

Dari analisis diatas maka penulis membuat kerangka pemikiran sebagai 

berikut :
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2.3 Penelitian Sejenis 

Penelitian ini adalah 

Sumber : kerangka pemikiran penulis (2018)

Peraturan BSNP 0031/BNSP/III/2015 Tentang Prosedur 
Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 

Pelajaran 2014/2015 Ujian Nasional Berbasis Komputer

Teori Implementasi Van Meter 
Dan Van Horn(Winarno, 2014 : 
158)

a. Standar Dan Sasaran 
Kebijakan / Ukuran Dan 
Tujuan Kebijakan

b. Sumber Daya 

c. Karakteristik Organisasi 
Pelaksana

d. Komunikasi Antar 
Organisasi Terkait Dan 
Kegiatan-Kegiatan 
Pelaksanaan

e. Disposisi Atau Sikap 
Para Pelaksana 

f. Lingkungan Sosial, 
Ekonomi Dan Politik

UNBK SMA Parulian 1 Medan 
Pada tahun ajaran 2016/2017

Pelaksanaan dan 
Hambatan 

Ujian NasionalBerbasis 

Komputer atau UN CBT 

bertujuanuntuk :

- Meningkatkan 

mutu, fleksibilitas 

dan kehandalan 

ujian nasional

- Memperlancar 

proses pengadaan 

ujian nasional.

- Hasil yang lebih 

cepat dan detail 

kepada siswa,

orangtua dan 

sekolah

(Arif Nurhidayat, 

2016 : 22)
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2.3 Penelitian Sejenis 

Penelitian yang Relevan. Hasil penelitian yangrelevan sebelumnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Arif 

Nurhidayat (2016) tentang  Implementasi Ujiannasional Berbasis Komputer Atau 

Computer Based Test (CBT) DI SMA NEGERI 1 WONOSARI. Metode 

penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan yaitu pelaksanaan ujian 

nasional berbasis komputer atau ComputerBasedTest(CBT) di SMA NEG 1 

Wonosari yang ditinjau dari sumber daya manusia, infrastruktur, peserta didik 

serta metode pelaksanaannya. Dan hambatan pelaksanaaan UN CBT di SMA 

NEG 1 Wonosari.

Hasil penelitian menunjukkan sebagaiimplementasi ujian nasional berbasis 

komputer atau ComputerBasedTest(CBT) di SMA NEG 1 Wonosari secara rinci 

antara lain: Tahap persiapan meliputi kegiatan sosialisasi UN CBT, pendataan 

sekolah, verifikasi infrastruktur, penetapan sekolah, penetapan jadwal UN CBT, 

Tahap pengelolaan yang dilakukan meliputi kegiatan pengelolaan personalia UN 

CBT di SMA N 1 Wonosari, pengelolaan sarana dan prasarana UN CBT di SMA 

N 1 Wonosari, pengelolaan peserta didik UN CBT di SMA NEG 1 Wonosari dan

pengelolaan sistem UN CBT. Tahap pelaksanaan yang dilakukan meliputi 

kegiatan pelaksanaan pra ujian, pelaksanaan ujian resmi dan pengolahan hasil 

pengerjaan siswa.Hambatan pelaksanaan UN CBT di SMA N 1 Wonosari ada 2 

kelompok yaitu hambatan teknis dan non teknis. Hambatan teknis antara lain 

terjadi pemadaman listrik, kekurangan ruang untuk ruang server sekolah, 

spesifikasi komputer server sekolah tidak sesuai dengan kriteria persyaratan UN 
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CBT dan siswa yang mengikuti ujian susulan. Hambatan non teknis adalah mental 

peserta didik yang terganggu karena dijadikan bahan ujicoba dalam pelaksanaan 

UN CBT pada tahun 2015. Tindakan pemecahan masalah teknis sebagai berikut: 

yang pertama, menyediakan suplai daya listrik cadangan yang berasal dari UPS, 

yang kedua, perombakan ruang baca perpustakaan menjadi ruang khusus untuk 

server sekolah, yang ketiga, melakukan pengadaan dan perbaikan pada perangkat 

hardwarekomputer server yang kurang sesuai dengan kriteria persyaratan, 

mendaftarkan untuk mengikuti ujian susulan UN CBT. Tindakan pemecahan 

masalah non teknis adalah melakukan pembinaan rutin dengan mengadakan 

latihan UN CBT pada siswa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-

sama membahas tentang implementasi pelaksanaan UNBK. Metode yang 

digunakan sama-sama mengunakan pendekatan deskriftif kualitatif berdasarkan 

teknik pengumpulan  data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak 

pada Implementasinya pelaksanaan UNBK. Lokasi penelitiannya di SMA N 1 

Wonosari, sedangkan penelitian akan dilakukan di SMA Parulian 1 Medan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian mengunakanpendekatandeskriptifkualitatifyaitu metode 

penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan berfokus 

kepadaimplementasiUjian nasional Berbasis Komputer(UNBK)padatahunajaran

2016/2017danfaktor–faktor penghambat.

Menurut Sugiyono (2016 : 15) metode kualitatif adalah metode penelitian 

yang berlandasan pada filsafahpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci, pengambil sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi data 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil peneliti 

kualitatifmenekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMAParulian 1 Medan yang 

beralamat di jln Stadion Teladan No 23 Teladan Barat,Medan Kota, Sumatera 

Utara 20214
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3.3 Waktu Penelitian

3.4 Informan penelitian

1) Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai 

informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, adapun yang 

menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. Nelson 

Siregar (Kepala Sekolah SMA Parulian 1 Medan)

2) Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi 

sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam 

No Uraian 
kegiatan

Sept 
2018

Oktober
2018

Novemb
er
2018

Desemb
er
2018

Januari
2019

Februar
i
2019

Maret
2019

Apr
il
201
9

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

1 Penyusunan 
proposal 

2 Seminar
Proposal

3 Perbaikan
Proposal 

4 Pengambilan 
data/peneliti
an

5 Penyusunan 
skripsi

6 Seminar 
hasil

7 Perbaikan 
skripsi

8 Sidang meja 
hijau

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 
------------------------------------------------------ 
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. 
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah. 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

6/18/2019UNIVERSITAS MEDAN AREA



40

penelitian ini adalahJatiman Siregar S.Kom (Proktor) danEnriwanto 

Simbolon S.Kom (Teknisi)

3) Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi 

walapun tidak langsung terlibat interaksi sosial yang diteliti. Yang 

menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah alumni Siswa 

SMAParulian 1 Medan pada tahun ajaran2016/2017 yakni Yunita 

Ananda, Irveen Zerico, Ernita Pasaribu, dan Yeminan Lafau

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti mengunakan beberapa 

metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode 

pengumpulan data sebagai berikut :

A. Observasi 

Menurut Husni Usman (2011 :52) observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan 

pengamatan dan pencatatan dilakukan secara langsung pada objek penelitian 

dengan cara non-partisipatif artinya peneliti tidak ikut serta dalam proses kerja 

dan mencatat hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

B. Wawancara

Menurut Arikunto (2006 :155) wawancara adalah sebuah dialog 

yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang 

diwawancarai. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara tanya jawab dengan cara tatap muka antara pewawancara dan 
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informan agar memperoleh data, keterangan, pandangan, serta pendapat 

dari responden agar diperoleh informasi yang relevan

C. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006 : 158) dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, dan 

sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa 

catatan, dokumen, transkip, buku serta peraturan yang berkaitan dengan 

fokus penelitian ini untuk dimanfaatkan agar dapat menunjang penelitian 

ini. 

3.6Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalamkategori, 

menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain 

(Sugiyono 2012 : 244).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Menurut Miles dan Hubermen (2012 :255) meliputi :

a. Pengumpulan Data
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Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data 

dengan berbagai macam cara seperti : observasi, wawancara, dokumentasi 

dan sebagainya.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan selama meneliti untuk 

memilih informasi yang mana dianggap yang menjadi pusat penelitian 

lapangan.

c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersususn yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau 

pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis 

memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan 

lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan 

ini adalah menyerderhanakan informasi yang kompleks kedalam suatu 

bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami.

d. Kesimpulan Data

Setelah data disajikan maka dilakukan kesimpulan data atau 

vertifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau vertifikasi membuat 

kesimpulan sementara dari semula belum jelas menjadi lebih terperinci 

dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau catatan-catatan dengan 

maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas 

masalah yang diangkat dalam penelitian
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di SMA Swasta 

Parulian 1 Medan pada tahun ajaran 2016/2017 ditinjau dari 6 indikator 

implementasi teori Van Meter Van Horn yang meliputi : a). Standar dan 

sasaran tujuan kebijakan,Salah satu standar pelaksanaan UNBK

tersedianya sarana-prasarana namun di SMA Swasta Parulian 1 Medan 

sarana-prasarana seperti komputer tidak memadai. Tujuan dari UNBK 

sama halnya dengan ujian manual yakni untuk standar kelulusan. b). 

Sumber daya, Sumber daya sangat bergantung dari kemampuan 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya  manusia yang 

terlibat dalam implementor pelaksanaan UNBK yakni proktor dan teknisi  

lulusan dari sarjana dari jurusan komputer namun tugas pokok dan 

fungsinya tidak berjalan sesuai yang telah ditetapkan. Kurangnya 

pengetahuan akan teknologi informasi dan komunikasi siswa menjadi 

faktor timbulnya nganguan mental seperti rasa takut untuk mengikuti 

pelaksanaan UNBK. c). Karakteristik organisasi pelaksana, Karakteristik 

SMA Swasta Parulian 1 Medan terbuka dimana sekolah mengakui ketidak 

siapan untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) 

dikarenakan kurangnya sarana-prasana. d). Komunikasi antar organisasi 

terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, SMA Swasta Parulian 1 Medan 

berkoordinasi dengan SMA Negeri 5 sebagai ketua rayon. Dikarenakan 

SMA Negeri 5 baru pertama kali melaksanakan UNBK pada tahun ajaran 
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2016/2017 maka sekolah SMA Swasta Parulian 1 Medan untuk tahun 

ajaran berikutnya akan mendapatkan percontoh terkait tata cara 

pelaksanaan UNBK. e). Disposisi atau sikap para pelaksana, dikarenakan 

belum adanya pelatihan terkait pelaksanaan UNBK sehingga SMA Swasta 

mengikuti Ketua rayon sebagai sekolah percontohan untuk tahun ajaran 

berikutnya. Dikarenkan sistem UNBK sulit. f). Lingkungan sosial, 

ekonomi & politik,Lingkungan ekonomi terkait pelaksanaan UNBK tidak 

mendukung, dikarenakan SMA Swasta Parulian 1 adalah sekolah swasta, 

anggaran yang diperoleh dari uang sekolah siswa. Adapun dana bos 

pegunanan tidak boleh digunakan semena-mena untuk membeli komputer. 

Pembelian komputer dengan mengunakan dana Bos hanya bisa membeli 1 

komputer setiap tahunnya.

2. Adapun Penghambat Implementasi UNBK di SMA Swasta Parulian 1 

Medan pada tahun ajaran 2016/2017 yakni :a). sumber daya yakni sumber 

daya manusia dan sumber daya material. Sumber daya manusia yaitu tugas 

pokok dari proktor dan teknisinya tidak bejalan sesuai tugas pokok 

masing-masing serta ketidaksiapan siswanya untuk mengikuti ujian 

nasional berbasis komputer (UNBK) dikarenakan sistemnya yang sulit. 

Sumber daya material yaitu komputer sekolah yang hanya terdiri dari 10 

buah serta kurangnya dana untuk membeli komputer, adapun dana bos 

hanya dapat dipergunakan untuk membeli satu buah komputer 

pertahunnya. b) Disposisi/sikap pelaksana yakni akan melaksana ujian 

nasional berbasis komputer (UNBK) pada tahun ajaran 2017/2018 

dikarenakan ujian nasional berbasis komputer pada tahun 2016/2017 
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belum diwajibkan serta pemahaman akan pelaksanaan sistem tersebut 

belum maksimal. 

5.2 Saran 

1. Pihak sekolah yang akan melaksanakan Ujian nasional berbasis Komputer 

(UNBK)pada tahun ajaran berikutnya diharapkan dapat memahami dengan 

baik, mengenai prosedur-prosedur pelaksanaan UNBK termasuk dalam 

penyediaan sarana-prasarana

2. Pihak sekolahyang akan melaksanakan Ujian nasional berbasis komputer 

(UNBK)pada tahun ajaran berikutnya mempersiapkan dengan matang 

pembekalan peserta didik untuk memiliki kemampuan dibidang teknologi 

sehingga mampu mengelola tekonologi informasi dan komunikasi terkait 

dengan mekanisme pelaksanaan UNBK.
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LAMPIRAN 

CALON PESERTA UNBK TAHUN AJARAN 2016/2017

1. Jurusan IPA
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2. Jurusan IPS 
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teori 

2.1.1 Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Alwi, 2003) Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Sedangkan pelaksananan adalah proses, cara pembuatan pelaksanaan. Implementasi mempunyai arti penerapan, pelaksanaan dari suatu kebijakan, keputusan atau kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan lain-lain.

Implementasi menurut Ripley dan Frankin yang dikutip Winarno (2014 :148) mengemukakan implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangibleoutput). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Menurut Gordon dalam Deddy Mulyadi ( 2016 : 24 ) implementasi berkenaan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterprestasi dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisasi berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program.Melakukan interprestasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible.Menerapkan berarti mengunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program.Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitungkan secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas melaksanakan program.

Menurut Zainal Abidin dalam Deddy Mulyadi ( 2016 : 25 ) terdapat pendekatan dalam implementasi kebijakan publik, antara lain :

1. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini melihat peran instusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan maka perlu dilakukan 

· Planning of change yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahhan yang bersifat internal organisasi.

· Planning for change yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.

2. Pendekatan prosedur/manajerial 

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (planning, programming, budgeting, supervision atau programming, evaluation, review technique.Yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

3. Pendekatan kewajiban/behavior 

Pendekataan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau subtamsi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya. 

4. Pendekatan Politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

Menurut Zainal Abidin dalam Deddy Mulyadi (2016 :26) proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama ; faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal : kebijakan yang akan diimplementasikan. Faktor utama eksternal : kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses implementasi karena yang diimplementasikan justru kebijakan itu sendiri. 

Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai pihak lapisan berbagai masyarakat.Oleh karena itu, keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat yang mampu mengakomodasikan berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.



2.1.2Model Implementasi Kebijakan

A. Model Implementasi Merilee S. Grindle

Teori Merilee S. Grindle berpendapat bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).Variabel isi kebijakan mencakup kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat yang diterima, perubahan yang diinginkan, apakah letak suatu program sudah tepat, apakah telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah kebijakan didukung oleh sumber daya yang memadai.Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan, mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi, tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran (Winarno, 2014).

B. Model Implementasi George C. Edward III

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan,

2. Sumber daya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dll. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pegawasan dan menimbulkan redtape yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.



C. Model Implementasi Van Meter Dan Van Horn

Model pendekatan mempengaruhi efektifitas keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Van Meter dan van Horn menawarkan satu model dasar yang mempunyai enam variabel yang membentuk hubungan (linkage) antara kebijakan dan kinerja (performance). Model ini seperti yang diungkapkan oleh van Meter dan van Horn tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas (Winarno, 2014 : 158).

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejewantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan 

2. Sumber daya 

3. Karakteristik organisasi pelaksana terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana

4. Disposisi atau sikap para pelaksana 

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. (Winarno, 2014 : 158).



2.1.3 ProsesKebijakan

Menurut Winarno (2007 : 29), menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah. Keputusan kebijakan merupakan puncak dari berbagai keputusan yang dibuat selama proses kebijakan itu berlangsung. Tahap keputusan kebijakan bukan merupakan pemilihan dari berbagai alternatif kebijakan, melainkan tindakan tentang apa yang boleh dipilih. Pada saat proses kebijakan bergerak kearah proses pembuatan keputusan, maka beberapa usul akan diterima sedangkan usul yang lain akan ditolak dan tawar-menawar akan terjadi hingga akhirnya dalam beberapa hal, keputusan kebijkan hanya sebuah formalitas.

Untuk membuat keputusan kebijakan ada beberapa tahap yang perlu dilakukan yaitu : 

a. Tahap Perumusan

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam sebuah kebijakan

b. Tahap Agenda Kebijakan

Tidak semua masalah masuk ke dalam agenda kebijkan. Masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain, misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan.

c. Tahap Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah

Tahap ini perumusan kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan.

d. Tahap Penetapan Kebijakan

Alternatif kebijkan diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembentukan kebijakan tersebut. Penetapan kebijakan dapat berbentuk undang-undang, yurispundensi, keputusan presiden, keputusan-keputusan kementerian dan lain sebagainya.



2.1.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik ditinjau menurut model implementasi Van Meter dan Van Horn maka hal trsebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Standar Dan Sasaran Kebijakan / Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino dalam Winarno, 2014). Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator–indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan.Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus (Winarno, 2014).

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting.Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors).Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, dalam Winarno, 2014).

b. Sumber Daya

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif (Winarno, 2014). 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik.Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (Winarno, 2014) bahwa: ”New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”. 

Van Mater dan Van Horn (dalam Winarno, 2014) menegaskan bahwa:”sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.”

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan sehingga dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan displin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III, 2 (dua) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = Standard Operating Procedures) dan fragmentasi.

a) Standard Operating Procedures (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin menghambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Winarno, 2014). 

b) Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. “fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units.” (Winarno, 2014). Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan  keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Winarno, 2014). 

Komponen dari model ini terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi- organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka.Van Meter dan Van Horn yang dikutip Winarno (2014) mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan.

· Kompetensi dan ukuran staf suatu badan. 

· Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana. 

· Sumber-sumber politik suatu organisasi (Misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan ekskutif). 

· Vitalitas suatu organisasi.

· Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka yang didefenisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi. 

· Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan. 

d. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (Winarno, 2014) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan komplek. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami ganguan (distortion) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interprestasi yang tidak sama (inconsistent) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interprestasi yang penuh dengan pertentangan (conflicting), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukansuatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. 

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency) (Van Mater dan Varn Horn, dalam Winarno, 2014).Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil dan demikian sebaliknya.

e. Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Winarno, 2014 ”sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan.Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (Winarno, 2014) menjelaskan disposisi bahwa implementasikebijakan diawali penyaringan (befiltered) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (implementors) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting.Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustated) ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan.Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, dalam Winarno, 2014). 

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Winarno, 2014).Pada akhirnya, intesitas disposisi para pelaksana (implementors) dapat mempengaruhi pelaksana (performance)kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik.Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Secara skematis, model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini:
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	Gambar 1. Model Implementasi KebijakanVan Meter dan Van Horn

Winarno (2014) menjelaskan implementasi merupakan proses yang dinamis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijaksanaan dalam tahap-tahap awal mungkin akan mempunyai konsekuensi yang kecil dalam tahap selanjutnya. Dengan demikian, studi implementasi yang dilakukan secara longitudinal menjadi sangat penting dimana hubungan-hubungan diidentifikasi pada suatu waktu tidak harus diperpanjang secara kasual pada periode waktu lainnya.







2.1.5 PengertianUjian Nasional Berbasis Komputer

Menurut peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) 0031/BNSP/III/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian nasional Tahun Pelajaran 2014/2015Ujian nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, SMK/MAK secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu. 

Sedangkan menurut Hari Setiadi (2005) ujian nasional adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut peraturan BSNP 0031/BNSP/III/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015 Ujian Nasional Berbasis Komputer (ComputerBasedTest, CBT) yang selanjutnya disebut UN CBT adalah sistem ujian yang digunakan dalam UN dengan menggunakan sistem komputer. Jadi ujian nasional berbasis komputer adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, SMK/MAK secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu yang menggunakan teknologi komputer atau sistem komputer dalam teknis pelaksanaan ujiannya.

Ujian nasional berbasis komputer adalah salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan ujian nasional berbasis kertas. Adapun kelemahan dari ujian nasional berbasis kertas menurut PUSPENDIK (2015:5) sebagai berikut :

Ujian nasional berbasis kertas mempunyai kelemahan, diantaranya : bentuk soalyang digunakan pada saat ujian sulit untuk dibuat bervariasi; tampilan soal terbatas, hanya dua dimensi; diperlukan banyak kertas dan penggandaan yang cukup besar; pengamanan kerahasiaan soal relatif sulit dan memerlukan biaya cukup besar, pengolahanhasil memerlukan waktu yang relatif lama.

Pada intinya adalah ujian nasional berbasis komputer dilakukan guna untuk menekan biaya pengeluaran terhadap pelaksanaan ujian nasionaldalam segi pengaplikasiannya di lapangan. Dari proses pencetakan soal, penggandaan soal, pencetakkan lembar jawab siswa dan proses pendistribusian soal yang membutuhkan biaya yang relatif tidak sedikit. Maka dari itu salah satu alternatif pemacahan masalahnya adalah dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi komputer dan informasi untuk mengatasi permasalahan tersebut.Bentuk pemanfaatan teknologi komputer dan informasi ini adalah dengan menerapkan bentuk ujian nasional berbasis komputer. (Arif Nurhidayat, 2016)



2.1.6 Tujuan Ujian Nasional Berbasis Komputer 	

Menurut UU No 20 tahun 2013 tentang Sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara umum adanya ujian nasional bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan.Ujian nasional sebagai salah satu alat evaluasi belajar siswa yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian komptensi siswa yang ditinjau dari beberapa mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam proses pembelajaran. Anies R. Baswedan memaparkan dalam konferensi pers tanggal 23 Januari di Jakarta (Kemendikbud, 2015) bahwa ujian nasional berbasis komputer atau UN CBT bermanfaat untuk :

a. Meningkatkan mutu, fleksibilitas dan kehandalan ujian nasional.

b. Memperlancar proses pengadaan ujian nasional.

c. Hasil yang lebih cepat dan detail kepada siswa, orangtua dan sekolah (Arif Nurhidayat, 2016 : 22).



2.1.7Petunjuk Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)

Ketentuan Umum

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Ujian Nasional Berbasis Kertas (Paper Based Test, PBT) yang selanjutnyadisebut UN adalah sistem ujian yang digunakan dalam UN dengan menggunakan naskah soal dan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) berbasis kertas.

2. Ujian Nasional Berbasis Komputer (Computer Based Test) yang selanjutnya disebut UNBK adalah sistem ujian yang digunakan dalam UN dengan menggunakan sistem komputer.

3. Proktor adalah petugas yang diberi kewenangan untuk menangani aspek teknis pelaksanaan UNBK di ruang ujian.

4. Teknisi adalah petugas pengelola laboratorium komputer (pranata komputer) disekolah/madrasah yang melaksanakan UNBK.

5. Peserta UNBK adalah peserta Ujian Nasional pada sekolah/madrasah yang melaksanakan UNBK.



Pelaksana UNBK

A. Pelaksana UNBK Tingkat Pusat

1. Bidang Pelaksana UNBK Tingkat Pusat adalah Panitia Pelaksana UN Tingkat Pusat yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggungjawab atas pelaksanaanUNBK dari tingkat pusat sampai dengan satuan pendidikan.

2. Bidang Pelaksana UNBK Tingkat Pusat terdiri dari unsur-unsur: BSNP, Puspendik,Pustekkom, perguruan tinggi, direktorat pembinaan teknis, dan unit-unit  terkait lainnya.

B. Pelaksana UNBK Tingkat Provinsi

1. Pelaksana UNBK Tingkat Provinsi adalah Panitia Pelaksana UN Tingkat.

2. Provinsi yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggungjawab atas pelaksanaan UNBK di provinsi masing-masing.

3. Pelaksana UNBK Tingkat Provinsi terdiri dari unsur-unsur: Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, dan unit-unit terkait lainnya. Pelaksana UNBK Tingkat Provinsi dapat membentuk tim teknis.

C. Pelaksana UNBK Tingkat Kabupaten/Kota

1) Bidang Pelaksana UNBK Tingkat Kabupaten/Kota adalah Panitia Pelaksana UNTingkat Kabupaten/Kota yang memiliki tugas, kewenangan, dan tanggungjawab atas pelaksanaan UNBK kabupaten/kota masing-masing.

2) Bidang Pelaksana UNBK Tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari unsur-unsur: Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan unit-unit terkait lainnya.



Prosedur Pelaksanaan UNBK

1. Penyiapan Sistem UNBK

a. Pelaksana UNBK Tingkat Pusat mengembangkan sistemyang mencakup desain, program aplikasi, dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan UNBK.

b. Pelaksana UNBK Tingkat Pusat berkoordinasi dengan lembaga lain yang relevan untuk melakukan evaluasi program aplikasi dan sistem UNBK.

c. Pelaksana UNBK Tingkat Pusat menyusun petunjuk teknis penggunaan (usermanual) dan bahan pelatihanbagi tim teknisi provinsi/kabupaten/kota, proktor, teknisi, dan peserta UNBK.

d. Pelaksana UNBK Tingkat Pusat menyusun materi sosialisasibagi pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, sekolah/madrasah, dan peserta UNBK.

2. Penetapan Sekolah/Madrasah Pelaksana UNBK

a. Pelaksana UNBK Tingkat Pusat.

1) Berkoordinasi dengan direktorat pembinaan teknis, Dinas Pendidikan Provinsi, LPMP, dan Dinas pendidikan Kabupaten/kota serta unit terkait lainnya untuk mengidentifikasi sekolah/madrasah yang melakukan UNBK.

2) Menetapkan kriteria sekolah/madrasah yang akan menjadi pelaksana UNBK sebagai berikut : 

a) Tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut:

i. Komputer personal atau laptop sebagai client dengan rasio jumlah client dibanding jumlah peserta UN minimal 1:3 serta client minimal 10%.

ii. Server yang memadai dilengkapi dengan UPS.

iii. Jaringan lokal (LAN) dengan media kabel.

iv. Koneksi internet dengan kecepatan yang memadai.

v. Asupan listrik yang memadai (diutamakan memiliki genset dengan kapasitas yang memadai).

vi. Ruangan ujian yang memadai.

b) Diutamakan sekolah/madrasah terakreditasi A.

3) Melakukan verifikasi dan menetapkan sekolah/madrasah yang layak menjadi pelaksana UNBK.

3. Penetapan Proktor, Teknisi, Pengawas UNBK

a. Kriteria dan Persyaratan

1) Kriteria dan persyaratan proktor adalah sebagai berikut:

a) Guru, dosen, atau widyaiswara yang memiliki kompetensi bidang.

b) Teknologi informasi komunikasi (TIK).

c) Mengikuti pelatihan sebagai proktor UNBK.

d) Bersedia ditugaskan sebagai proktor disekolah/madrasah penyelenggara UNBK.

e) Menandatangani fakta integritas.

2) Kriteria dan persyaratan teknisi adalah sebagai berikut:

a) Guru atau staf sekolah/madrasah yang memiliki pengetahuan,keterampilan, dan pengalaman dalam mengelola LAN sekolah/madrasah.

b) Mengikuti sebagai teknisi UNBK.

c) Menandatangani fakta integritas.

b. Mekanisme penetapan proktor dan teknisi

1) Penetapan Proktor.

a) Sekolah/Madrasah mengirimkan usulan calon proktor ke Pelaksana UNBK Tingkat Kabupaten/Kota.

b) Pelaksana UNBK Tingkat Kabupaten/Kota merekrut calon proktor.

c) Calon proktor mengikuti pelatihan UNBK.

d) Pelaksana UNBK Tingkat Kabupaten/Kota menetapkan proktor yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan.

e) Pelaksana UNBK Tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan surat penetapan kepada Pelaksana UNBK Tingkat Provinsi untuk diteruskan ke Pelaksana UNBK Tingkat Pusat.

2) Penetapan Teknisi

a) Sekolah/madrasah pelaksana UNBK menetapkan teknisi yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan.

b) Sekolah/madrasah pelaksana UNBK menyampaikan surat penetapan tersebut kepada Pelaksana UNBK Tingkat Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke Pelaksana UNBK Tingkat Provinsi dan Pelaksana UNBK Tingkat Pusat.

4. Sosialisasi dan Pelatihan Sistem UNBK

a. Pelaksana UNBK Tingkat Pusat bekerjasama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) melakukan sosialisasi sistem UNBK pada Pelaksana UNBK Tingkat Provinsi Pelaksana UNBK Tingkat Kabupaten/Kota, dan sekolah/madrasah pelaksana UNBK.

b. Pelaksana UNBK Tingkat Pusat melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk Tim Teknis UNBK Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

c. Tim Teknis UNBK Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi pelatihan kepada proktor dan teknisi sekolah/madrasah.

d. Sekolah/Madrasah pelaksana UNBK melakukan sosialisasi penggunaan program aplikasi UNBK kepada calon peserta ujian di sekolah/madrasah masing-masing.

5. Penyiapan Sistem UNBK di Sekolah/Madrasah Pelaksana UNBK

a. Penyiapan server lokal, client, dan jaringan LAN dan WAN, instalasi sistem dan aplikasi: H-21 sampai dengan H-15.

b. Simulasi Ujian (Gladi Bersih): H-14 sampai dengan H-9.

c. Sinkronisasi data: H-7 sampai dengan H-2.

d. Pencetakan Berita Acara, Daftar Hadir, dan Kartu Login: H-2 sampai dengan H-1.

6. Persyaratan Teknis Sekolah/Madrasah Pelaksana UNBK

a. Menyediakan petugas laboratorium komputer (minimal 1 proktor dan 1

teknisi).

b. Menyediakan sarana komputer dengan spesifikasi (minimal) sebagai berikut:

Server (utama dan cadangan):

1. PC/Tower/Desktop (bukan laptop).

2. Processor 4 core dengan clock rate minimal 400 MHz.

3. RAM 8 GB, DDR 3.

4. Harddisk 250 GB.

5. Operating System (64 bit): Windows Server/Windows 8/Windows.

7. Linux Ubuntu 14.04.

6. LAN CARD, dua unit.

7. UPS (tahan 15 menit).

8. Jumlah server mengikuti rasio 1:40 (1 server maksimal untuk 40 client).

9. Cadangan 1 server.

Client (utama dan cadangan):

1. PC atau Laptop.

2. Monitor minimal 12 inch.

3. Processor minimal dual core.

4. RAM minimal 512 MB.

5. Operating System: Windows XP/Windows 7/Windows 8/ LINUX.

6. Web Browser: Chrome/Mozilla Firefox/Xambro.

7. Hardisk minimal tersedia 10 GB (free space).

8. LAN Card.

9. Jumlah client mengikuti rasio 1:3 ( 1 client untuk 3 peserta).

10. Cadangan minimal 10%.

11. Headset/earphone (untuk ujian listening SMA/MA dan SMK).

Jaringan area lokal (Local Area Network – LAN)

1. Switch dengan jumlah port sesuai dengan jumlah komputer pada

setiap setiap server.

2. Setiapserverharus memiliki switch sendiri (tidak digabung dengan

serverlain).



2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Plano (2010 : 266) kerangka pemikiran merupakan inti dari suatu kegiatan penelitian yang berisikan dasar-dasar teoritis mengenai masalah-maslah yang akan diteliti. Kerangka pemikiran dalam ilmu pengetahuan empiris (ilmu politik dan ilmu pemerintahan), teori mengacu pada kaitan yang logis pada perangkat profesi yang memastikan adanya hubungan diantara variabel-variabel dengan maksud dengan menjelaskan kedua-duanya. 

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang diangggap relevan dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai Implementasi UNBK di SMA Parulian 1 Medan. Dalam menjawab rumusan penelitian ini penulis mengambil teori Implementasi Van Meter Dan Van Horn(Winarno, 2014 : 158)mengemukakan Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi kebijakan publik antara lain : a). Standar Dan Sasaran Kebijakan / Ukuran Dan Tujuan Kebijakan b). Sumber Daya c). Karakteristik Organisasi Pelaksana d). Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan e). Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana f). Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik

Dari teori Van Meter Dan Van Horn (Winarno, 2014 : 158), peneliti dapat menjawab masalah-masalah dalam Implementasi UNBK di SMA Parulian 1 Medan serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan. Keberhasilan pelaksanaan UNBK dapat diukur  keenam unsur tersebut.

Dari analisis diatas maka penulis membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



























Peraturan BSNP 0031/BNSP/III/2015 Tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015 Ujian Nasional Berbasis Komputer







UNBK SMA Parulian 1 Medan Pada tahun ajaran 2016/2017







Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UN CBT bertujuanuntuk :

· Meningkatkan mutu, fleksibilitas dan kehandalan ujian nasional

· Memperlancar proses pengadaan ujian nasional.

· Hasil yang lebih cepat dan detail kepada siswa, orangtua dan sekolah 

(Arif Nurhidayat, 2016 : 22)





Teori Implementasi Van Meter Dan Van Horn (Winarno, 2014 : 158)

a. Standar Dan Sasaran Kebijakan / Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

b. Sumber Daya 

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

d. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

e. Disposisi Atau Sikap Para Pelaksana 

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik









Pelaksanaan dan Hambatan 



2.3 Penelitian Sejenis 

Penelitian ini adalah 



















Sumber  : kerangka pemikiran penulis (2018)



2.3 Penelitian Sejenis 

Penelitian yang Relevan. Hasil penelitian yang relevan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Arif Nurhidayat (2016) tentang  Implementasi Ujian nasional Berbasis Komputer Atau Computer Based Test (CBT) DI SMA NEGERI 1 WONOSARI. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan yaitu pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau Computer Based Test (CBT) di SMA NEG 1 Wonosari yang ditinjau dari sumber daya manusia, infrastruktur, peserta didik serta metode pelaksanaannya. Dan hambatan pelaksanaaan UN CBT di SMA NEG 1 Wonosari.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai implementasi ujian nasional berbasis komputer atau Computer Based Test(CBT) di SMA NEG 1 Wonosari secara rinci antara lain: Tahap persiapan meliputi kegiatan sosialisasi UN CBT, pendataan sekolah, verifikasi infrastruktur, penetapan sekolah, penetapan jadwal UN CBT, Tahap pengelolaan yang dilakukan meliputi kegiatan pengelolaan personalia UN CBT di SMA N 1 Wonosari, pengelolaan sarana dan prasarana UN CBT di SMA N 1 Wonosari, pengelolaan peserta didik UN CBT di SMA NEG  1 Wonosari dan pengelolaan sistem UN CBT. Tahap pelaksanaan yang dilakukan meliputi kegiatan pelaksanaan pra ujian, pelaksanaan ujian resmi dan pengolahan hasil pengerjaan siswa.Hambatan pelaksanaan UN CBT di SMA N 1 Wonosari ada 2 kelompok yaitu hambatan teknis dan non teknis. Hambatan teknis antara lain terjadi pemadaman listrik, kekurangan ruang untuk ruang server sekolah, spesifikasi komputer server sekolah tidak sesuai dengan kriteria persyaratan UN CBT dan siswa yang mengikuti ujian susulan. Hambatan non teknis adalah mental peserta didik yang terganggu karena dijadikan bahan ujicoba dalam pelaksanaan UN CBT pada tahun 2015. Tindakan pemecahan masalah teknis sebagai berikut: yang pertama, menyediakan suplai daya listrik cadangan yang berasal dari UPS, yang kedua, perombakan ruang baca perpustakaan menjadi ruang khusus untuk server sekolah, yang ketiga, melakukan pengadaan dan perbaikan pada perangkat hardware komputer server yang kurang sesuai dengan kriteria persyaratan, mendaftarkan untuk mengikuti ujian susulan UN CBT. Tindakan pemecahan masalah non teknis adalah melakukan pembinaan rutin dengan mengadakan latihan UN CBT pada siswa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang implementasi pelaksanaan UNBK. Metode yang digunakan sama-sama mengunakan pendekatan deskriftif kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan  data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada Implementasinya pelaksanaan UNBK. Lokasi penelitiannya di SMA N 1 Wonosari, sedangkan penelitian akan dilakukan di SMA Parulian 1 Medan.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

	Dalam penelitian mengunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dan berfokus kepada implementasi Ujian nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun ajaran 2016/2017 dan faktor–faktor penghambat.

	Menurut Sugiyono (2016 : 15) metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafah positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambil sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi data (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil peneliti kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi.

3.2 Lokasi Penelitian 

	Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMAParulian 1 Medan yang beralamat di jln Stadion Teladan No 23 Teladan Barat, Medan Kota, Sumatera Utara 20214











3.3 Waktu Penelitian
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3.4 Informan penelitian

1) Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. Nelson Siregar (Kepala Sekolah SMA Parulian 1 Medan)

2) Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalahJatiman Siregar S.Kom (Proktor) danEnriwanto Simbolon S.Kom (Teknisi)

3) Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walapun tidak langsung terlibat interaksi sosial yang diteliti. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah alumni Siswa SMAParulian 1 Medan pada tahun ajaran2016/2017 yakni Yunita Ananda, Irveen Zerico, Ernita Pasaribu, dan Yeminan Lafau



3.5 Teknik Pengumpulan Data

	Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti mengunakan beberapa metode pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian, adapun metode pengumpulan data sebagai berikut :

A. Observasi 

Menurut Husni Usman (2011 :52) observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan dan pencatatan dilakukan secara langsung pada objek penelitian dengan cara non-partisipatif artinya peneliti tidak ikut serta dalam proses kerja dan mencatat hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

B. Wawancara

Menurut Arikunto (2006 :155) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan cara tatap muka antara pewawancara dan informan agar memperoleh data, keterangan, pandangan, serta pendapat dari responden agar diperoleh informasi yang relevan

C. Dokumentasi 

Menurut Arikunto (2006 : 158) dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data berupa catatan, dokumen, transkip, buku serta peraturan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini untuk dimanfaatkan agar dapat menunjang penelitian ini. 

3.6Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalamkategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2012 : 244).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Menurut Miles dan Hubermen (2012 :255) meliputi :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan upaya untuk mengumpulkan data dengan berbagai macam cara seperti : observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan selama meneliti untuk memilih informasi yang mana dianggap yang menjadi pusat penelitian lapangan.

c. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sebagai kumpulan informasi tersususn yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu penulis memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa dan tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman. Alasan dasar dilakukan pada tahapan ini adalah menyerderhanakan informasi yang kompleks kedalam suatu bentuk yang disederhanakan dan mudah dipahami.

d. Kesimpulan Data

[bookmark: _GoBack]Setelah data disajikan maka dilakukan kesimpulan data atau vertifikasi. Dalam pengambilan keputusan atau vertifikasi membuat kesimpulan sementara dari semula belum jelas menjadi lebih terperinci dengan cara di verifikasi dalam arti meninjau catatan-catatan dengan maksud data yang diperoleh tidak valid untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

4.1.1 Sejarah SMA Parulian 1 Medan

          SMA Parulian 1 Medan merupakan salah satu unit yayasan pendidikan parulian dari 8 unit yayasan parulian. Yayasan pendidikan parulian didirikan pada tahun 1957 oleh Pdt. M. Siburian dengan Akte Notaris No.69 tahun 1957. 

Pengurus yayasan pendidikan parulian antara lain :

Ketua yayasan 	 : Sopar Siburian,MT. SH. SPN

Sekretaris		: Erita SM,S.Pd

Bendahara 		: Frisda Siburian,BBA 

SMA Swasta Parulian 1 beralamat di jl. Stadion Teladan No 23 Teladan Barat, Medan Kota. Adapun Visi dan Misi sekolah tersebut sebagai berikut :

Visi : mendidik putra-putri bangsa agar :

· Unggul dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan, senang berliterasi, serta beriman dan bertaqwa Terhadap Tuhan yang Maha Esa.

· Sehat badani pikiran dan rohaninya.

Misi : 

1. Sebagai mitra pemerintah mendidik anak-anak bangsa yang cakap terampil dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

2. Mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa melalui pembelajaran agar mempunyai SDM yang berkualitas dan kompetitif.

3. Melaksanakan pembelajaran melalui kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

4. Melaksanakan pembinaan mental, spritual para siswa agar menjadi mahasiswa yang berprestasi dan berbudi pekerti yang luhur.

5. Membudayakan senang membaca, menulis dan mengekspresikan dalam kehidupan sehari-hari.

6. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler kepada para siswa dalam rangka pengembangan diri melalui pembinaan bakat/potensi yang dimilikinya, misalnya PKS, Pramuka, Paduan Suara, UKS, Olahraga Prestasi, Retreat, Karya Wisata dan Kunjungan Study maupun Penelitian Pendidikan.

7. Meningkatkan kualitas para pendidik (guru) melalui pembinaan, misalnya : Diklat, MGMP, Seminar, Penelitian dan Supervisi.

8. Membina dan mengarahkan kedisplinan para pendidik dalam membuat/menyusun peramgkat persiapan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.











4.1.2 Struktur Organisasi SMA Parulian 1 Medan

 (
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Sumber : Kantor Tata Usaha Sma Parulian 1 Medan ( 2018)

Keterangan

a. Ketua Yayasan  : Sopar Siburian,MT. SH. SPN

b. Kepala sekolah : Drs. Nelson Siregar

c. Dewan Komite : Drs. Yosua Siburian

d. Tata Usaha : Rahma Yeni S.Pd dan Hotjon Nababan,S.Pd

e. PKS Kurikulum: Drs. Nelson Siregar 

f. PKS Kesiswaan : Marlina Siahaan,S.Pd

g. PKS Sarana-Prasarana : Dra. Karolina

h. PKS Humas : Tandana Bangun,S.Pd

i. Walikelas :

1. Wali Kelas X-A : Esterida Munthe,S.Pd

2. Wali Kelas X-B : Sary M Sitompul,S.Pd

3. Wali Kelas X-C : Marlina Siahaan, S.Pd

4. Wali Kelas XI-IPA 1 : Sartika Silalahi,S.Pd

5. Wali Kelas XI-IPA 2 : Jendro Sitorus, S.Pd

6. Wali Kelas XI-IPS : Lestari Hutasoit, S.Pd

7. Wali kelas XII-IPA 1 : Hotjon Nababan, S.P.d

8.  Wali Kelas XII-IPA 2 : Henni Manalu, S.P.d k

9. Wali Kelas XII-IPS : Gortap Sinaga, S.s

j.  Guru Mata Pelajaran (GMP)  : 

1. GMP Agama : -  Henni Manalu, S.P.d k 

			 -  Rosmawar 

2. GMP Pkn : Drs. Soritua Haloho 

3. GMP Bhs Indonesia : - Sahap Sinambela, S.Pd

 - Sartika Silalahi, S.Pd

4. GMP Fisika: - Pestaria Silaban, S.Pd

		        - Elida Tambunan, M.P.d

5. GMP Matematika (MM) : - Tropinus Tambunan, S.Pd M.M

				    - Drs. Nelson Siregar

				    - Marlina Siahaan, S.Pd

				    - Ronal Simaremare, S.Si

6. GMP Biologi : Jendro Sitorus, S.Si

7. GMP Fisika : - Pestaria Silaban, S.Pd

		        - Elida Tambunan, M.Pd

8. GMP Kimia :Sari M Sitompul, S.Pd

9. GMP Ekonomi : - Tandana Bangun, S.Pd

			 - Toni Aritonang, S.Pd

			- Sanita Sitepu, S.Pd

10. GMP Geografi : Lestari W Hutasoit, S.Pd

11. GMP Seni Budaya : Drs. Parlindungan

12. GMP Bhs IPB : - Resti Simatupang, S.Pd

			  - Tandana Bangun, S.Pd

			  - Marihot Sinurat, BA		

13. GMP Bhs Inggris : - Ir. Freddy Tambunan

			       - Ester Munthe, S.Pd

 - Roma Sihombing, S.Pd

  14. GMP Bhs Mandarin : Mir.Ahyani, S.s

15. GMP Penjaskes : Hotjon Nababan, S.Pd

16. GMP Keterampilan : Dra. Karolina

17. Petugas Lab : -  Marihot Sinurat, BA

		           -  Jendro Sitorus, S.Si

		           -  Sari M Sitompul, S.Pd

		           -  Pestaria Silaban, S.Pd

                            -  Elida Tambunan, S.Pd

18. GMP Bhs (TIK) : Enriwanto Simbolon, S.Kom

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 

a) Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kepala Sekolah

Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kepala Sekolah meliputi sebagai : Edukator, Manajer, Administrator, Supervisor, Pemimpin/ Leader, Inovator, dan Motivator.

a. Kepala Seklah sebagai Edukator :Kepala Sekolah Selaku Edukator bertugas melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien.

b. Kepala Sekolah sebagai Manager mempunyai tugas: Menyusun perencanaan, Mengorganisasikan kegiatan, Mengarahkan kegiatan, Mengkoordinasikan kegiatan, Melaksanakan pengawasan, Melakukan evaluasi terhadap kegiatan, Menentukan kebijaksanaan, Mengadakan rapat, Mengambil keputusan, Mengatur proses belajar mengajar, Mengatur administrasi Ketatausahaan, siswa, ketenangan, sarana dan prasarana, keuangan/ RAPBS, Mengatur Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), serta Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi terkait.

c. Kepala Sekolah sebagai Administrator : Bertugas menyelenggarakan Administrasi : Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, ketenagaan, kantor, keuangan, perpustakaan, laboratorium, ruang keterampilan / kesenian, Bimbingan Konseling, UKS, OSIS, serbaguna, media, gudang, 10K.

d. Kepala Sekolah sebagai Supervisor Bertugas menyelenggarakan Supervisi tentang : Proses belajar Mengajar, Kegiatan Bimbingan dan Konseling, Kegiatan Ekstrakurikuler, Kegiatan ketatausahaan, Kegiatan kerjasama dengan masyarakat dan instansi terkait, Sarana dan prasarana, Kegiatan OSIS, Kegiatan 10K.

e. Kepala Sekolah sebagai Pemimpin/ Leader  :Dapat dipercaya, jujur dan bertanggung jawab, Memahami kondisi guru, karyawan dan siswa, Memiliki visi dan memahami misi sekolah, Mengambil keputusan intern dan ekstern sekolah serta Membuat, mencari dan memilih gagasan baru.

f. Kepala Sekolah sebagai Inovator : Melakukan pembaharuan di bidang KBM, BK, Ekstrakurikuler, dan Pengadaan, Melaksanakan pembinaan guru dan karyawan, Melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya di Komite Sekolah dan Masyarakat.

g. Kepala Sekolah sebagai Motivator :Mengatur ruang kantor yang konduktif untuk bekerja, Mengatur ruang kantor yang konduktif untuk KBM / BK, Mengatur ruang laboratorium yang konduktif untuk praktikum, Mengatur ruang perpustakaan yang konduktif untuk belajar, Mengatur halaman / lingkungan sekolah yang sejuk dan teratur, Menciptakan hubungan kerja yang harmonis sesama guru dan karyawan, Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar sekolah dan lingkungan serta Menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah dapat mendelegasikan kepada Wakil kepala Sekolah.



b) Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Komite Sekolah

a. Untuk menjalankan perannya komite sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut: Mendorong perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

b. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

c. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: 1). kebijakan dan program pendidikan; 2). rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah 3). Kriteria kinerja satuan pendidikan; 4). criteria tenaga kependidikan; 5). hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

d. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

e. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

g. Melakukan kerjasama dengan masyarakat baik perorangan, organisasi, dunia usaha dan pemerintah berkenaan dengan penyelengaraan pendidikan yang bermutu.



c) Tugas Tata Usaha Sekolah

a. Penyusunan program kerja tata usaha sekolah.

b. Mengelola Administrasi Sekolah.

c. Pengurusan dan pelaksanaan administrasi/sarana prasarana sekolah.

d. Penyusunan Administrasi Kesiswaan.

e. Penyusunan Administrasi Kurikulum.

f. Penyusunan Administrasi Kepegawaian.

g. Penyusunan Administrasi Humas.

h. Penyusunan  Administrasi Ketatausahaan antara lain Mengagendakan Surat masuk / keluar, Mengetik surat, Menggandakan surat-surat, Mengarsipkan, Menata penomoran surat, Merapikan file-file surat, Mengirim dan menerima surat-surat, Menyusun dan menyajikan data statistik sekolah. Mengurus dokumen-dokumen sekolah. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 9 K di ruangan Kantor Sekolah. Dan Menyusun Laporan – laporan ketatausahaan sekolah.

d) Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Urusan Kurikulum

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam :

a. Menyusun program pengajaran.

b. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan.

c. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran.

d. Menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir.

e. Menerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan.

f. Mengatur jadwal penerimaan rapor dan STTB.

g. Mengkoordinasikan, menyusun dan mengarahkan penyusunan kelengkapan mengajar.

h. Mengatur pelaksanan program perbaikan dan pengayaan.

i. Mengatur pengembangan MGMP/MGBP dan koordinator mata pelajaran.

j. Melakukan supervisi administrasi akademis.

k. Melakukan pengarsipan program kurikulum.

l. Penyusunan laporan secara berkala.

e) Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Urusan Kesiswaan

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam :

a. Menyusun program pembinaan kesiswaan (OSIS), meliputi: Kepramukaan, PMR, KIR, UKS, PKS, Paskibraka, pesantren kilat.

b. Melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan kesiswaan/OSIS dalam rangka.

c. menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah serta pemilihan pengurus OSIS.

d. Membina pengurus OSIS dalam berorganisasi.

e. Menyusun jadwal dan pembinaan serta secara berkala dan insidental.

f. Membina dan melaksanakan koordinasi 9 K.

g. Melaksanakan pemilihan calon siswa berprestasi dan penerima bea siswa.

h. Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah.

i. Mengatur mutasi siswa.

j. Menyusun dan membuat kepanitiaan Penerimaan Siswa Baru dan pelaksanaan MOS.

k. Menyusun dan membuat jadwal kegiatan akhir tahun sekolah.

l. Menyelenggarakan cerdas cermat dan olah raga prestasi.

m. Membuat laporan kegiatan kesiswaan secara berkala.

f) Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Urusan Sarana Prasarana

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam :

a. Menyusun program pengadaan sarana dan prasarana.

b. Mengkoordinasikan penggunaan sarana prasarana.

c. Pengelolaan pembiayaan alat-alat pengajaran.

d. Mengelola perawatan dan perbaikan sarana prasarana.

e. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan data sekolah secara keseluruhan.

f. Melaksanakan pembukuan sarana dan prasarana secara rutin..

g. Menyusun laporan secara berkala.

g) Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Urusan Humas

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam :

a. Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan dewan sekolah.

b. Membina hubungan antara sekolah dengan wali murid.

c. Membina pengembangan antar sekolah dengan lembaga pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial lainnya.

d. Membuat dan menyusun program semua kebutuhan sekolah.

e. Koordinasi dengan semua staf untuk kelancaran kegiatan sekolah.

f. Menciptakan hubungan yang kondusif diantara warga sekolah.

g. Melakukan koordinasi dengan semua staf dan bertanggung jawab untuk mewujudkan 9 K.

h. Menyusun program kegiatan bakti sosial, karya wisata, dan pameran hasil pendidikan (gebyar pendidikan).

i. Mewakili Kepala Sekolah apabila berhalangan untuk mnghadiri rapat masalah-masalah yang bersifat umum.

j. Menyusun laporan secara berkala.



h) Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Wali Kelas

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam :

a. Pengelolaan Kelas

i. Tugas Pokok meliputi:

· Mewakili orang tua dan kepala sekolah dalam lingkungan pendidikan.

· Meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

· Membantu pengembangan keterampilan dan kecerdasan anak didik.

· Membina karakter, budi pekerti dan kepribadian anak didik.

ii. Keadaan Anak Didik

· Mengetahui jumlah (Putra dan Putri) dan nama-nama anak didik.

· Mengetahui identitas lain dari anak didik.

· Mengetahui kehadiran anak didik setiap hari.

· Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi anak didik.

iii. Melakukan Penilaian

· Tingkah laku anak didik sehari-hari di sekolah.

· Kerajinan, Kelakuan, dan Kedisiplinan anak.

iv. Mengambil Tindakan Bila Dianggap Perlu

· Pemberitahuan , pembinaan, dan pengarahan.

· Peringatan secara lesan dan tertulis.

· Peringatan khusus yang terkait dengan BP/Kepala Sekolah.

v. Langkah Tindak Lanjut

· Memperhatikan buku nilai rapor anak didik.

· Memperhatikan keberhasilan/kenaikan anak didik.

· Memperhatikan dan membina suasana kekeluargaan.

b. Penyelenggaraan Administrasi Kelas, meliputi:

i. Denah tempat duduk anak didik.

ii. Papan absensi anak didik.

iii. Daftar Pelajaran dan Daftar Piket.

iv. Buku Refrensi.

v. Buku Jurnal kelas.

vi. Tata tertib kelas.

c. Penyusunan dan pembuatan statistik bulanan anak didik.

d. Pembuatan catatan khusus tentang anak didik.

e. Pencatatan mutasi anak didik.

f. Pengisian dan pembagian buku laporan penilaian hasil belajar.

i) Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) GURU

Bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dalam melaksanakan KBM, meliputi :

1. Membuat kelengkapan mengajar dengan baik dan lengkap.

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran.

3. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan, dan ujian.

4. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian.

5. Mengisi daftar nilai anak didik.

6. Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan), kepada guru lain dalam proses pembelajaran.

7. Membuat alat pelajaran/alat peraga.

8. Menumbuh kembangkan sikap menghargai karya seni.

9. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum.

10. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah.

11. Mengadakan pengembangan program pembelajaran.

12. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar anak didik.

13. Mengisi dan meneliti daftar hadir sebelum memulai pelajaran.

14. Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya.

15. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkat. (https://silabus.org.infoguru)











4.2 Pembahasan Penelitian 

       Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMA Parulian 1 Medan pada tahun ajaran 2016/2017 sebagai berikut :

4.2.1 Implementasi UNBK di SMA Parulian 1 Medan pada tahun ajaran 2016/2017

Peraturan BNSP (Badan Standar Nasional Pendidikan) 0031/BNSP/III/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelengaraan Ujian Nasional Tahun pembelajaran 2014/2015 Ujian Nasional Berbasis Komputer ( Computer Based Test, CBT) yang selanjutnya disebut UN CBT adalah sistem ujian yang digunakan dalam Ujian nasional dengan mengunakan sistem komputer. Jadi ujian nasional berbasis komputer adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA/SMAK, SMATK, SMALB, SMK/MAK secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu yang menggunakan teknologi komputer atau sistem komputer dalam teknis pelaksanaan ujiannya. 

	Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengambil 6 indikator implementasi teori Van Meter Van Horn yang meliputi : Standar dan sasaran tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, disposisi atau sikap para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi & politik.





1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan adalah penting, implementasi kebijakan yang berhasil bisa gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan memilki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana. Implementor bisa gagal dalam melaksanakan kebijakan dikarenakan menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan  Van Meter Van Horn. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Nelson Siregar selaku kepala sekolah di SMA Parulian 1 Medan, pada hari Selasa 13 November 2018 pukul 09.00 s/d 10.20 WIB mengatakan :

“Pelaksanaan UNBK ini sudah menjadi keputusan pemerintah melalui peraturan BNSP (badan standar nasional pendidikan) yang harus di laksanakan di sekolah-sekolah. Namun pada tahun ajaran 2016/2017 pelaksanaan UNBK tidak diwajibkan. Sehingga pada tahun ajaran 2016/2017 pelaksanaan UNBK disekolah ini tidak dilaksanakan dimana kekhawatiran terhadap prasarana-sarana belum mendukung. Meski pada dasarnya UNBK mempermudah siswa-siswi dalam pengerjaan soal ujian nasional dengan mengunakan teknologi komputer, Yang bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa. Hasil ujian akan lebih murni dibanding ujian manual biasanya. Dimana peluang untuk mencontek pun tidak ada. Standar dalam pelaksanaan UNBK harus memenuhi kriteria sesuai prosedur UNBK yang dibuat oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Sehingga ketika standar tidak terpenuhi akan menghambat pelaksanaan UNBK tersebut. Salah satu standarnya ialah kurangnya sarana–prasarana seperti Komputer. Tujuan UNBK sama halnya dengan  ujian manual yakni standar kelulusan siswa SMA. Tidak ada pengaruhnya dengan ijazah karna ijazah ujian manual dan ujian nasional berbasis komputer sama saja.”

	Berdasarkan hasil wawancara dengan Teknisi yakni Jatiman Siregar, S.Kom pada hari Selasa 14 November 2018 pukul 10.40 s/d 11.45 WIB  mengatakan : 

“Untuk melaksanakan UNBK, standar utamanya harus memenuhi pertunjuk pelaksanaan UNBK yang terlampir di Keputusan Badan standar nasional pendidikan (BSNP) tentang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Baik dalam kriteria sarana-prasana, identitas akreditas sekolah, serta koordinasi dengan unit yang terkait untuk mengidentifikasi sekolah/madrasah yang akan melaksanakan UNBK. Sekolah SMA Parulian 1 Medan berkoordinasi dengan sekolah SMA negeri 5 Medan sebagai ketua Rayon, dimana Sekolah tersebut juga baru pertama kali melaksanakan UNBK, sehingga nantinya sekolah SMA Negeri 5 Medan yang akan mencontohkan pelaksanakan UNBK ke Sekolah SMA Parulian 1 Medan. Bagi sekolah-sekolah yang 	belum memadai sarana-prasarananya masih diberikan kesempatan tidak melaksanakan UNBK, serta diwajibkan harus memadainya pada tahun ajaran berikutnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan proktor yakni Bapak Enriwanto Simbolon S.Kom pada hari Rabu 14 November 2018, Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB  mengatakan :

 “Untuk melaksanakan UNBK, yang menjadi standar pelaksanaannya tersedianya sarana-prasarana seperti komputer namun pada saat tahun ajaran 2016/2017 ketersediaan komputer di SMA Swasta Parulian 1 Medan belum memadai. UNBK diharapkan untuk mempermudah siswa untuk menjawab soal-soal ujian nasional. Pada tahap persiapan sebelum melaksanakan ujian tersebut peran sekolah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan. Dimana sekolah harus benar-benar mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanan UNBK. Persiapan SMA Swasta Parulian 1 medan pada tahun ajaran 2016/2017 belum matang. SMA Swasta Parulian 1 berkoordinasi dengan sekolah SMA Negeri 5 Medan sebagai Ketua Rayon, sekolah tersebutlah yang akan nantinya mencontohkan bagaimana pelaksanaan UNBK tersebut. Sementara SMA Negeri 5 Medan pertama kalinya melaksanakan UNBK pada tahun 2016/2017.” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa alumni angkatan 2016/2017  yakni Yunita Ananda, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 pukul 10.00 s/d 11.00 WIB mengatakan :

 “UNBK sama halnya dengan ujian manual yang dilaksanakan sebelumnya yang tujuannya untuk standar kelulusan siswa. Dilakukan tidak dilakukannya pada tahun ajaran 2016/2017 tidak masalah karena belum diwajibkan."



Berdasarkan hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Irveen Zerico Ketaren pada hari Kamis 22 November 2018, pukul 08.20-09.00 WIB mengatakan :

“UNBK bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada akhir masa jenjang yang menjadi standar kelulusan. UNBK sama seperti ujian nasional manual, hanya saja perbedaannya terdapat dalam hal menjawab soal-soal. Hasil ujian UNBK lebih murni dibanding ujian manual.”

Hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Yeminan Lafau pada hari kamis 22 November 2018, pukul 19.00 s/d 19.55 WIB mengatakan :

“Standar pelaksanaan UNBK tersedianya sarana-prasarana dan juga sumber daya manusia. SMA parulian medan pada tahun ajaran 2016/2017 untuk sarana dan prasarana belum seperti komputer belum memadai, Namun jika dilihat dari akreditasi Sekolah SMA Swasta Parulian 1 Medan akretaditasinya sudah A. Akreditasi tersebut merupakan salah satu kriteria penetapan sekolah yang bisa mengikuti UNBK.’’

Hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Ernita Pasaribu pada hari jumat 23 November 2018, pada pukul 09.30 s/d 10.10 WIB mengatakan : 

“UNBK tujuannya untuk mengevaluasi hasil belajar siswa dengan mengunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai standar kelulusan. Pada dasarnya UNBK diharapkan mempermudah dalam menjawab soal ujian namun pada kenyataannya justru mempersulit. Dimana dalam mengerjakan soal sudah terbiasa dengan ujian manual ketika dihadapkan dengan ujian online timbul rasa takut yang mengakibatkan ketidaksiapan mental sehingga pikiran tidak lagi fokus pada soal namun fokus pada waktu ujian yang ditetapkan.”

2. Sumber Daya 

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sehingga dalam implementasi ujian nasional berbasis komputer ini diperlukan mempersiapkan Sumber daya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Nelson Siregar selaku kepala sekolah di SMA Parulian 1 Medan, pada hari Selasa 13 Novemver 2018 pukul 09.00 s/d 10.20 WIB mengatakan :

“Dalam mengimplementasikan UNBK harus memperhatikan Sumber daya yakni sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, secara struktural pihak yang terlibat adalah Proktor, teknisi dan siswa-siswi tahun ajaran 2016/2017. Sumber daya manusia dalam bidang ini memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan UNBK dengan baik, namun yang menjadi kendala ialah sarana dan prasarana yakni komputer.’’

Berdasarkan hasil wawancara dengan Teknisi yakni Jatiman Siregar, S.Kom pada hari Selasa 13 November 2018 pukul 10.40 s/d 11.45  WIB mengatakan : 

“Peralatan yang ada saat itu yang tersedia di laboratorium teknologi informasi dan komunikasi hanya tersedia 10 buah komputer sementara siswa kurang lebih 100 orang, yang menyebabkan kendala dalam mengimplementasikan UNBK, Jaringan lokal (LAN) memadai dengan media kabel dan daya listrik mendukung. Ruangan ujian terdiri dari 2 ruangan yakni ruangan laboratorium teknologi informasi dan  komunikasi serta laboratorium bahasa. Tugas teknisi membantu proktor jika terjadi gangguan teknis seperti komputer mati, jaringan client tidak terhubung ke server”

Berdasarkan hasil wawancara dengan proktor yakni Bapak Enriwanto Simbolon S.Kompada hari Rabu 14 November 2018, Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB  mengatakan :

“Tugas proktor bertanggung jawab mengendalikan server sekolah. Proktor sangat berperan mulai dari sebelum terlaksanannya ujian, proses pelaksanaan ujian, hingga setelah ujian. Namun hambatan seperti kurangnya sarana-prasarana seperti komputer. Fungsi proktor tidak berjalan sesuai fungsinya. Komputer yang dimiliki sekolah hanya 10 buah. Sementara untuk menambah fasilitas tersebut Dalam 1 tahun dana bos hanya bisa digunakan untuk membeli 1 buah komputer saja.”



Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa alumni angkatan 2016/2017  yakni Yunita Ananda, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 pukul 10.00 s/d 11.00 WIB mengatakan :

“Pelajaran teknologi informasi dan komunikasi salah satu mata pelajaran di SMA Swasta Parulian 1 Medan, namun setiap daya tangkap manusia berbeda-beda. Pengetahuan dibidang tersebut masih bisa dibilang awam, sehingga timbul nganguan mental seperti rasa takut untuk mengikuti ujian UNBK. Kurangnya sarana-prasarana seperti komputer juga kurang memadai. Melalui osis ada pengumuman bagi siswa yang memiliki laptop supaya dipinjamkan namun karena tidak adanya jaminan sehingga saya yang memiliki laptop tidak mau meminjamkan ”

Berdasarkan hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Irveen Zerico Ketaren pada hari Kamis 22 November 2018, pukul 08.20 s/d 09.00 WIB mengatakan :

“Jika dibandingkan rata-rata siswa yang memiliki pengetahuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, jauh lebih banyak siswa yang memiliki kemampuan yang masih terbilang minim yang menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya UNBK. Sistem pengerjaannya lebih sulit jika dibandingkan ujian manual seperti biasanya. Kurangnya sarana-prasana yang dimiliki sekolah sebagai faktor penghambat terlaksananya. Untuk memenuhi kekurangan sarana, melalui osis mengusulkan kepada siswa-siswa yang memiliki laptop untuk dipinjamkan. Namun adanya opini jika laptopnya dipinjamkan bisa terkena virus sehingga tak ada siswa yang bersedia yang meminjamkan termasuk saya.”

Hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Yeminan Lafau pada hari kamis 22 November 2018, pukul 19.00 s/d 19.55 WIB mengatakan :

“Sebagai siswa mengikuti apa yang menjadi keputusan sekolah, seandainya pelaksanaan UNBK pada tahun ajaran 2016/2017 terlaksana saya sebagai siswa siap mengikuti ujian tersebut. Untuk penambahan sarana-prasaran dari pihak osis memberikan saran agar siswa yang memiliki laptop supaya dipinjamkan, namun siswa merespon jika ada jaminan maka siswa memberikan laptopnya dipinjamkan, pada saat saya tidak memiliki laptop jika dipunggut biaya sebagai siswa saya bersedia supaya pelaksanaan UNBK bisa terjalankan. Namun pelaksanaan UNBK pada akhirnya tidak terlaksana dan keputusan tersebut disampaikan kepala sekolah kepada siswa-siswa angkatan 2016/2017.”

Hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Ernita Pasaribu pada hari jumat 23 November 2018, pada pukul 09.30s/d 10.10 WIB  mengatakan : 

“Belum siap mengikuti UNBK dimana sistem ujiannya sulit. Menurut pengalaman mereka pada saat mengikuti uji coba UNBK benar-benar sulit, kemampuan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang mereka miliki juga  masih awam. Untuk memenuhi sarana prasarana dari pihak osis pernah menyarankan kepada siswa yang memiliki laptop untuk dipinjamkan kepada pihak sekolah, Jika ada jaminan. Namun saran tersebut tidak direspon oleh siiswa karena adanya opini nantinya laptop mereka rusak kena virus. Sehingga pada akhirnya siswa yang memiliki laptop tersebut tidak memberikan laptopnya untuk dipinjamkan.”

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang dilaksanakan pada beberapa kebijakan sehingga di tuntut pelaksana kebijakan yang ketat dan displin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. 

Dalam  implementasi ujian nasional berbasis komputer berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Nelson Siregar selaku kepala sekolah di SMA Parulian 1 Medan, pada hari Selasa 13 Novemver 2018 pukul 09.00 s/d 10.20 WIB mengatakan :

“Karakteristik dari organisasi adalah literasi, literasi dalam arti mampu mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual (adegan, video dan gambar). Sehingga dalam implementasi UNBK tersebut dengan melihat keterbatasan sarana dan prasarana, ketidak siapan siswa-siswi tahun ajaran 2016/2017 serta adanya informaasi belum diwajibkan untuk melaksanakan UNBK jika tidak memenuhi persyaratan UNBK sehingga sekolah memutuskan membenahi yang berkaitan dengan pelaksanaan UNBK pada tahun ajaran berikutnya yakni 2017/2018.”

Berdasarkan hasil wawancara Teknisi yakni Jatiman Siregar, S.Kom pada hari Selasa 13 November 2018 pukul 10.40 s/d 11.45 WIB  mengatakan : 

“Dalam pelaksanaan UNBK sekolah cenderung mengikuti standar operating prosedur (SOP). Untuk melaksanakan UNBK ada prosedur-prosedurnya,  sekolah SMA Swasta Parulian 1Medan belum ditetapkan menjadi sekolah yang layak untuk mengikuti UNBK sesuai prosedur dan kriteria. Sehingga Kepala sekolah memutuskan mencontohkan SMA Negeri 5 sebagai Ketua Rayon agar lebih memahami pelaksanaan UNBK selanjutnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan proktor yakni Bapak Enriwanto Simbolon S.Kom pada hari Rabu 14 November 2018, Pukul 09.00 s/d 10.00  mengatakan :

“Karakteristik dari pelaksanan UNBK mengikuti standar operating prosedur, dimana yang menjadi dalam pelaksanaan UNBK harus berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan standar pendidikan nasional tentang prosedur operasional standar penyelengaraan ujian nasional. Pada tahun ajaran 2016/2017 SMA Parulian 1 Medan belum ditetapkan menjadi sekolah yang layak untuk melaksanakan UNBK dikarenakan kriteria seperti sarana-prasarana yang tidak memadai, serta keputusan dari sekolah untuk mengikuti percontohan pelaksanaan UNBK untuk tahun ajaran berikutnya yang akan dicontohkan oleh pihak sekolah SMA Negeri 5 Medan  sebagai ketua Rayon. Dikarenakan SMA Negeri 5 Medan baru pertama kali melaksanakan UNBK pada tahun ajaran 2016/2017.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa alumni angkatan 2016/2017  yakni Yunita Ananda, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 pukul 10.00 s/d 11.00 mengatakan :

  “Dalam pelaksanaan UNBK pihak sekolah bersikap terbuka dan bersikap apa adanya bahwasannya sekolah belum mampu memenuhi sarana fasilitas UNBK seperti Komputer.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Irveen Zerico Ketaren pada hari Kamis 22 November 2018, pukul 08.20 s/d 09.00 WIB mengatakan :

“Sekolah bersikap terbuka akan kurang sarana-prasarana dalam pelaksanaan UNBK. ”

Hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Yeminan Lafau pada hari kamis 22 November 2018, pukul 19.00 s/d 19.55 WIB mengatakan :

“Kurang tanggap dalam merespon adanya pengumuman dari BSNP tentang ujian nasional berbasis komputer terlihat dari kurangnya sarana-prasana untuk merlaksanakan ujian tersebut”

Hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Ernita Pasaribu pada hari jumat 23 November 2018, pada pukul 09.30 s/d 10.10 WIB mengatakan : 

“Kurang Efektif dalam menerapkan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dikarenakan belum maksimal memfasilitasi sarana-prasarana dalam menunjang pelaksanaan ujian tersebut” 

4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Menurut Van Meter dan Van Horn mengatakan apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kegiatan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari beberapa sumber informasi. 

Dalam  implementasi ujian nasional berbasis komputer berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Nelson Siregar selaku kepala sekolah di SMA  Parulian 1 Medan, pada hari Selasa 13 November 2018 pukul 09.00 s/d 10.20 WIB mengatakan : 

 “Prosedur pelaksanaan UNBK didapatkan melalui media online yakni keputusan badan standar pendidikan nasional (BSNP) serta berkoordinasi dengan rayon sekolah yakni SMA Negri 5 medan sebagai ketua rayon SMA Parulian 1 Medan. Pada tahun ajaran 2016/2017 masih masa percobaan pertama kalinya di SMA Negeri 5 Medan, sehingga sekolah SMA Parulian 1 Medan nantinya akan mendapatkan percontohan dari Rayon tersebut pada tahun ajaran berikutnya yakni tahun ajaran 2017/2018.”



Berdasarkan hasil wawancara dengan teknisi yakni Bapak Jatiman Siregar, S.Kom pada hari Selasa 13 November 2018 pukul 10.40 s/d 11.45 WIB mengatakan :

“Diberikan kesempatan sebagai teknisi dalam mengadakan ujian nasional berbasis komputer oleh kepala sekolah. kemudian semua yang terlibat mengadakan rapat dengan pengurus osis untuk mensosialisasikan akan diadakannya UNBK.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan proktor yakni Bapak Enriwanto Simbolon S.Kom pada hari Rabu 14 November 2018, Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB mengatakan :

“Mendapat perintah dari kepala sekolah dipilih menjadi proktor pelaksanaan UNBK. Kemudian mengadakan pertemuan dengan pengurus osis untuk mensosialisasikan akan dilaksanakan UNBK.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa alumni angkatan 2016/2017  yakni Yunita Ananda, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 pukul 10.00 s/d 11.00 WIB mengatakan :

“Pernah mendapatkan sosialisasi UNBK melalui rapat dewan guru dan pengurus osis sekolah. Pada saat sosilisasi tersebut kepala sekolah menyampaikan bahwa akan dilaksanakan UNBK. Kami selaku siswa mengikuti saja. Hambatan masalah sarana-prasana coba di pecahkan dengan adanya saran dari osis memberikan pinjaman laptopnya. Namun pada akhirnya pada rapat selanjutnya dengan osis. kepala sekolah mengatakan bahwa sekolah belum dapat kriteria melaksanakan UNBK.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Irveen Zerico Ketaren pada hari Kamis 22 November 2018, pukul 08.20 s/d  09.00 WIB mengatakan :

 “Mengetahui bahwa akan dilaksanakan UNBK dari pengurus osis melalui hasil rapat pihak sekolah dengan pengurus osis”

Hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Yeminan Lafau pada hari kamis 22 November 2018, pukul 19.00 s/d 19.55 WIB mengatakan :

 “Kepala sekolah menyampaikan akan dilaksanakannya UNBK melalui rapat dengan pengurus Osis dan melakukan uji coba” 

Hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Ernita Pasaribu pada hari jumat 23 November 2018, pada pukul 09.30 s/d 10.10 WIB mengatakan : 

 “Mendengar adanya UNBK berawal dari nonton berita. Kepala sekolah beserta guru-guru melakukan sosialisasi tentang UNBK melalui rapat dengan osis.”



5. Disposisi atau sikap para pelaksana 

Menurut Van meter dan Van Horn menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan lebih terdahulu melalui persepsi dari pelaksana dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga mmacam elemen respon yang dapat mempemgaruhi kemampuan dan kemaunnya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari (1) pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman terhadap kebijakan (2) arah respon mereka apakah menerima atau menolak (3) intensitas terhadap kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Nelson Siregar selaku kepala sekolah di SMA Parulian 1 Medan, pada hari Selasa 13 Novemver 2018 pukul 09.00 s/d 10.20 WIB mengatakan : 

“Pelaksanaan UNBK ini memutuskan mengikuti ketua rayon sekolah yang akan mencontohkan pelaksanaan UNBK untuk  tahun ajaran berikutnya dikarenakan masih adanya peluang membenahi untuk memenuhi sarana-prasana terkait pelaksanaan UNBK. Dimana pelaksanaan UNBK tersebut tidak diwajibkan pada tahun ajaran 2016/2017”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Teknisi yakni Jatiman Siregar, S.Kom pada hari Selasa 13 November 2018 pukul 10.40 s/d 11.45 WIB (Mengenai pemberian pelatihan khusus) mengatakan : 

“Tidak ada pelatihan khusus terkait bagaimana pelaksanaan UNBK, tata cara hanya di tonton melalui youtube sehingga harus belajar teknik pelaksanaam UNBK.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan proktor yakni Bapak Enriwanto Simbolon S.Kom pada hari Rabu 14 November 2018, Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB  (Mengenai pemberian pelatihan khusus) mengatakan :

“Pelatihan yang didapatkan melalui youtube tentang cara pelaksanaan UNBK sehingga harus benar-benar mempelajari terkait hal tersebut, dikarenakan sistem UNBK ini sulit sehingga harus benar-benar mempersiapkannya. Sementara pada tahun ajaran 2016/2017 persiapan terkait pelaksanaan UNBK belum maksimal.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa alumni angkatan 2016/2017  yakni Yunita Ananda, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 pukul 10.00 s/d 11.00 WIB mengatakan :

 “Jika sekolah memutuskan untuk melaksanakan UNBK sebagai siswa harus siap untuk mengikuti ujian tersebut, namun keputusan sekolah pada akhirnya melaksanakan ujian manual seperti yang biasa dilakukan sebelumnya. Siswa merasa diuntungkan karena menyadari keterbatasan serta rasa takut, untuk mengikuti UNBK.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017yakni Irveen Zerico Ketaren pada hari Kamis 22 November 2018, pukul 08.20 s/d  09.00 WIB mengatakan :

“Menerima adanya pelaksanaan UNBK apabila kesiapan sekolah sudah maksimal dalam melaksanakan ujian tersebut serta pihak sekolah harus memberikan pelatihan kepada para siswa supaya mampu mengikuti sistem UNBK.”

Hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Yeminan Lafau pada hari kamis 22 November 2018, pukul 19.00s/d 19.55 WIB mengatakan :

“Kurang menerima UNBK dilaksanakan pada tahun ajaran 2016/2017 dikarenakan perlu pelatihan secara beberapa kali supaya siswa memahami system UNBK tersebut.”

Hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Ernita Pasaribu pada hari jumat 23 November 2018, pada pukul 09.30 s/d 10.10 WIB  mengatakan : 

“Tidak setuju jika sekolah melaksanakan UNBK pada tahun ajaran 2016/2017 dikarenakan kurangnya kesiapan tentang sistem pelaksanaan UNBK serta pelatihan belum pernah diadakan sama sekali.”

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Kinerja implementasi kebijakan adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Nelson Siregar selaku kepala sekolah di SMA Parulian 1 Medan, pada hari Selasa 13 Novemver 2018 pukul 09.00 s/d 10.20 WIB  mengatakan : 

“Pelaksanaan UNBK ini masih terdapat hambatan termasuk dalam hal sosial ekonomi dikarenakan dana. Adapun dana BOS tidak bisa digunakan sewenang-wenangnya saja, hanya bisa membeli 1 komputer dalam 1 tahun. Jika harus memungut biaya dari siswa akan sangat membebankan dikarenakan harga satu buah komputer relatif mahal. Pihak sekolah sangat memahami latar belakang kondisi ekonomi dari masing-masing siswa”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Teknisi yakni Jatiman Siregar, S.Kom pada hari Selasa 13 November 2018 pukul 10.40 s/d 11.45 WIB mengatakan : 

“Mengingat bahwa sekolah Parulian 1 Medan adalah sekolah swasta, anggaran sekolah diperoleh dari uang sekolah siswa, adapun dana BOS tidak diperbolehkan semena-mena.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan proktor yakni Bapak Enriwanto Simbolon S.Kom pada hari Rabu 14 November 2018, Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB   mengatakan :

   “kondisi ekonomi tidak mendukung dilihat dari kurangnya sarana- prasarana untuk pelaksanaan UNBK, dimana ketersediaan komputer hanya 10 buah. Pengunaan akan dana BOS untuk memfasilitasi komputer juga terbatas pengunaannya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa alumni angkatan 2016/2017  yakni Yunita Ananda, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 pukul 10.00 s/d 11.00 WIB mengatakan:

“Kondisi ekonomi dari siswa-siswa 65% berekonomi rendah,  jika dipunggut biaya tambahan untuk membeli komputer akan sangat membebankan. Untuk meminjam laptop saja kira-kira hanya ada 10 orang dengan syarat ada jaminan. Sehingga kondisi ekonomi juga menjadi salah satu penghambat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Irveen Zerico Ketaren pada hari Kamis 22 November 2018, pukul 08.20 s/d  09.00 WIB mengatakan :

“Persiapan anggaran dana sekolah dalam melaksanakan kurang mencukupi terlihat dari ketidaksiapan sarana-prasarana yakni fasilitas komputer masih minim.”

Hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Yeminan Lafau pada hari kamis 22 November 2018, pukul 19.00s/d 19.55 WIB mengatakan :

“Kondisi ekonomi tidak mendukung dalam menerapkan UNBK serta Pihak sekolah memahami latar belakang dari masing-masing siswa sehingga tidak membebankan siswa melakukan pungutan biaya untuk memenuhi kurangnya fasilitas komputer.”

Hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Ernita Pasaribu pada hari jumat 23 November 2018, pada pukul 09.30 s/d 10.10 WIB mengatakan : 

“Dikarenakan sekolah SMA Swasta Parulian 1 Medan sekolah swasta.Anggaran sekolah didapatkan dari uang sekolah. Dari sudut pandang, untuk anggaran persiapan memfasilitasi sarana-prasarana terkait UNBK belum maksimal.”





4.2.2 Faktor Penghambat Implementasi UNBK di SMA Swasta Parulian 1 Medan pada tahun ajaran  2016/2017

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan Faktor Penghambat Implementasi UNBK di SMA Swasta Parulian 1 Medan pada tahun ajaran 2016/2017 yakni :

1.  Sumber Daya 

Faktor yang menjadi penghambat sumber daya dalam implementasi ujian nasional berbasis komputer (UNBK), terdapat pada sumber daya material dan sumber daya manusia. Dimana Pemahaman akan sistem UNBK masih belum dipahami. sebagaimana yang di ungkapkan Bapak Enriwanto Simbolon S.Kompada hari Rabu 14 November 2018, Pukul 09.00 s/d 10.00  WIB mengatakan :

“Salah satu hambatan seperti kurangnya sarana-prasarana seperti komputer. Sehingga Fungsi proktor tidak berjalan sesuai fungsinya. Dikarenakan komputer yang dimiliki sekolah hanya 10 buah. Sementara untuk menambah fasilitas tersebut Dalam 1 tahun dana bos hanya bisa digunakan untuk membeli 1 buah komputer saja.”

Berdasarkan hasil Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa alumni angkatan 2016/2017  yakni Yunita Ananda, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 pukul 10.00 s/d 11.00 WIB  mengatakan :

“Pelajaran teknologi informasi dan komunikasi salah satu mata pelajaran di SMA Swasta Parulian 1 Medan, namun setiap daya tangkap manusia berbeda-beda. Pengetahuan dibidang tersebut masih bisa dibilang awam, sehingga timbul nganguan mental seperti rasa takut untuk mengikuti ujian UNBK. Kurangnya sarana-prasarana seperti komputer juga kurang memadai”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Irveen Zerico Ketaren pada hari Kamis 22 November 2018, pukul 08.20 s/d 09.00 WIB mengatakan :

“Jika dibandingkan rata-rata siswa yang memiliki pengetahuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, jauh lebih banyak siswa yang memiliki kemampuan yang masih terbilang minim yang menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya UNBK. Sistem pengerjaannya lebih sulit jika dibandingkan ujian manual seperti biasanya. Kurangnya sarana-prasana yang dimiliki sekolah sebagai faktor penghambat terlaksananya.

Hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Ernita Pasaribu pada hari jumat 23 November 2018, pada pukul 09.30s/d 10.10 WIB mengatakan : 

“Belum siap mengikuti UNBK dimana sistem ujiannya sulit. Menurut pengalaman mereka pada saat mengikuti uji coba UNBK benar-benar sulit, kemampuan dalam teknologi informasi dan komunikasi yang mereka miliki juga  masih awam.

2. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana 

Adapun yang menjadi faktor penghambat Disposisi dapat dilihat sebagaimana yang diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Nelson Siregar selaku kepala sekolah di SMA Parulian 1 Medan, pada hari Selasa 13 Novemver 2018 pukul 09.00 s/d 10.20 WIB mengatakan : 

“Pada Tahun ajaran 2016/2017 pelaksanaan UNBK belum diwajibkan. sehingga pelaksanaan UNBK ini memutuskan mengikuti ketua rayon sekolah yang akan mencontohkan pelaksanaan UNBK untuk  tahun ajaran berikutnya dikarenakan masih adanya peluang untuk memenuhi sarana-prasana terkait pelaksanaan UNBK serta sistemnya yang sulit sehingga dibutuhkan percontohan.” 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Teknisi yakni Jatiman Siregar, S.Kom pada hari Selasa 13 November 2018 pukul 10.40 s/d 11.45 WIB (Mengenai pemberian pelatihan khusus) mengatakan : 

“Dikarenakan Tidak ada pelatihan khusus terkait bagaimana pelaksanaan UNBK, tata cara hanya di tonton melalui youtube sehingga harus belajar teknik pelaksanaan UNBK. Persiapan dalam melaksanaan UNBK harus benar-benar matang sehingga pelaksanaan UNBK akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2017/2018 ”

Berdasarkan hasil wawancara dengan proktor yakni Bapak Enriwanto Simbolon S.Kom pada hari Rabu 14 November 2018, Pukul 09.00 s/d 10.00 WIB (Mengenai pemberian pelatihan khusus) mengatakan :

“Pelatihan yang didapatkan melalui youtube tentang cara pelaksanaan UNBK sehingga harus benar-benar mempelajari terkait hal tersebut, dikarenakan sistem UNBK ini sulit sehingga harus benar-benar mempersiapkannya. Sementara pada tahun ajaran 2016/2017 persiapan terkait pelaksanaan UNBK belum maksimal.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa alumni angkatan 2016/2017  yakni Yunita Ananda, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 pukul 10.00 s/d 11.00 WIB mengatakan :

“Siswa merasa diuntungkan tidak terlaksananya UNBK pada tahun ajaran 2016/2017 karena menyadari keterbatasan serta adanya rasa takut untuk mengikuti UNBK. Dikarenakan sistem UNBK sepertinya lebih sulit serta belum memahami sistem tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Irveen Zerico Ketaren pada hari Kamis 22 November 2018, pukul 08.20 s/d  09.00 WIB mengatakan :

“Menerima adanya pelaksanaan UNBK apabila kesiapan sekolah sudah maksimal dalam melaksanakan ujian tersebut serta pihak sekolah harus memberikan pelatihan kepada para siswa supaya mampu mengikuti sistem UNBK.”

Hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Yeminan Lafau pada hari kamis 22 November 2018, pukul 19.00s/d 19.55 WIB mengatakan :

“Kurang menerima UNBK dilaksanakan pada tahun ajaran 2016/2017 dikarenakan perlu pelatihan secara beberapa kali supaya siswa memahami system UNBK tersebut.”



Hasil wawancara dengan alumni angkatan 2016/2017 yakni Ernita Pasaribu pada hari jumat 23 November 2018, pada pukul 09.30 s/d 10.10 WIB mengatakan : 

“Tidak setuju jika sekolah melaksanakan UNBK pada tahun ajaran 2016/2017 dikarenakan kurangnya kesiapan tentang sistem pelaksanaan UNBK serta pelatihan belum pernah diadakan sama sekali serta pemahaman akan sistem UNBK belum dimengerti sama sekali.” 









BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Implementasi ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di SMA Swasta Parulian 1 Medan pada tahun ajaran 2016/2017 ditinjau dari 6 indikator implementasi teori Van Meter Van Horn yang meliputi : a). Standar dan sasaran tujuan kebijakan, Salah satu standar pelaksanaan UNBK tersedianya sarana-prasarana namun di SMA Swasta Parulian 1 Medan sarana-prasarana seperti komputer tidak memadai. Tujuan dari UNBK sama halnya dengan ujian manual yakni untuk standar kelulusan. b). Sumber daya, Sumber daya sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya  manusia yang terlibat dalam implementor pelaksanaan UNBK yakni proktor dan teknisi  lulusan dari sarjana dari jurusan komputer namun tugas pokok dan fungsinya tidak berjalan sesuai yang telah ditetapkan. Kurangnya pengetahuan akan teknologi informasi dan komunikasi siswa menjadi faktor timbulnya nganguan mental seperti rasa takut untuk mengikuti pelaksanaan UNBK. c). Karakteristik organisasi pelaksana, Karakteristik SMA Swasta Parulian 1 Medan terbuka dimana sekolah mengakui ketidak siapan untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dikarenakan kurangnya sarana-prasana. d). Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, SMA Swasta Parulian 1 Medan berkoordinasi dengan SMA Negeri 5 sebagai ketua rayon. Dikarenakan SMA Negeri 5 baru pertama kali melaksanakan UNBK pada tahun ajaran 2016/2017 maka sekolah SMA Swasta Parulian 1 Medan untuk tahun ajaran berikutnya akan mendapatkan percontoh terkait tata cara pelaksanaan UNBK. e). Disposisi atau sikap para pelaksana, dikarenakan belum adanya pelatihan terkait pelaksanaan UNBK sehingga SMA Swasta mengikuti Ketua rayon sebagai sekolah percontohan untuk tahun ajaran berikutnya. Dikarenkan sistem UNBK sulit. f). Lingkungan sosial, ekonomi & politik, Lingkungan ekonomi terkait pelaksanaan UNBK tidak mendukung, dikarenakan SMA Swasta Parulian 1 adalah sekolah swasta, anggaran yang diperoleh dari uang sekolah siswa. Adapun dana bos pegunanan tidak boleh digunakan semena-mena untuk membeli komputer. Pembelian komputer dengan mengunakan dana Bos hanya bisa membeli 1 komputer setiap tahunnya.

2. Adapun Penghambat Implementasi UNBK di SMA Swasta Parulian 1 Medan pada tahun ajaran 2016/2017 yakni : a). sumber daya yakni sumber daya manusia dan sumber daya material. Sumber daya manusia yaitu tugas pokok dari proktor dan teknisinya tidak bejalan sesuai tugas pokok masing-masing serta ketidaksiapan siswanya untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer (UNBK) dikarenakan sistemnya yang sulit. Sumber daya material yaitu komputer sekolah yang hanya terdiri dari 10 buah serta kurangnya dana untuk membeli komputer, adapun dana bos hanya dapat dipergunakan untuk membeli satu buah komputer pertahunnya. b) Disposisi/sikap pelaksana yakni akan melaksana ujian nasional berbasis komputer (UNBK) pada tahun ajaran 2017/2018 dikarenakan ujian nasional berbasis komputer pada tahun 2016/2017 belum diwajibkan serta pemahaman akan pelaksanaan sistem tersebut belum maksimal. 

5.2 Saran 

1. Pihak sekolah yang akan melaksanakan Ujian nasional berbasis Komputer (UNBK) pada tahun ajaran berikutnya diharapkan dapat memahami dengan baik, mengenai prosedur-prosedur pelaksanaan UNBK termasuk dalam penyediaan sarana-prasarana

2. Pihak sekolah yang akan melaksanakan Ujian nasional berbasis komputer (UNBK) pada tahun ajaran berikutnya mempersiapkan dengan matang pembekalan peserta didik untuk memiliki kemampuan dibidang teknologi sehingga mampu mengelola tekonologi informasi dan komunikasi terkait dengan mekanisme pelaksanaan UNBK.
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Wawancara dengan Bapak Drs Nelson Siregar sebagai  kepala sekolah SMA Swasta Parulian 1 Medan, Selasa 13 Novemver 2018 pukul 09.00 s/d 10.20 WIB
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Wawancara dengan Teknisi UNBK tahun ajaran 2016/2017 yakni Jatiman Siregar, S.Kom pada hari Selasa 13 November 2018 pukul 10.40 s/d 11.45  
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Foto bersama Peneliti dengan Bapak Drs Nelson Siregar sebagai  kepala sekolah  Swasta Parulian 1 Medan  Jatiman Siregar, S.Kom yakni sebagai teknisi UNBK tahun ajaran 2016/2017 pada hari Selasa 13 November 2018 pukul 11.50 WIB
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Foto bersama dengan Bapak Enriwanto Simbolon S.Kom yakni sebagai Proktor UNBK  ajaran 2016/2017  pada hari Rabu 14 November 2018, Pukul 10.05 WIB
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Alumni angkatan 2016/2017  yakni Yunita Ananda, pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 pukul 11.00 WIB

[image: C:\Users\ACER\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20181122_082439.jpg]

Alumni angkatan 2016/2017 yakni Irveen Zerico Ketaren pada hari Kamis 22 November 2018, pukul 09.00 WIB
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Alumni angkatan 2016/2017 yakni Yeminan Lafau pada hari kamis 22 November 2018, pukul 19.56 WIB
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Alumni angkatan 2016/2017 yakni Ernita Pasaribu pada hari jumat 23 November 2018, pada pukul 10.11 WIB
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ABSTRACT



Education programs from year to year changes in the era of globalization. Computer Based Test (CBT) are an improvement in the quality of education. SMA PARULIAN 1 MEDAN in the 2016/2017 not carrying out computer based test because there is insufficient infastructure dan unpreparedness of student. The research to describe the implementation of Computer Based Test (CBT) in the 2016/2017 year at SMA PARULIAN 1 MEDAN. This research method is qualitative descriptive. Data is collected by collecting data from observation, interviews dan documentation. The collection technique is used obtain in-depth data from the informan which includes the implementation of the exam. Research by using the theoretical analysis of Van Meter and Van Horn implementation model which contained six variabel, these result the implementation Computer Based Test (CBT) which were not implemented where there are constrains the resources that is the unpreparedness of human resources and material, disposition or attitude of implementer that is because non-suppoetive recources so decided to follow the pilot from SMA Negeri 5 Medan for the implementation of computer based test (CBT) exam in studied 2017/2018, social and economic environment that is the limited use of boss fund can only buy one computer every year. The research hopes that in the future schools will carry out  Computer Based Test (CBT ) national exam to better prepare and pay attention to all matters relating to the implementation of the exam.

Keyword : Implementation, Policy, Computer Based Test
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ABSTRAK 



Program pendidikan dari tahun ke tahun mengalami peubahan di era globalisasi. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan. SMA Parulian 1 Medan pada tahun ajaran 2016/2017 tidak melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). karena kurang memadainya sarana-prasarana dan ketidaksiapan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi ujian nasional berbasis komputer (UNBK) pada tahun ajaran 2016/2017 di SMA Parulian 1 Medan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dari para informan yang meliputi pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) pada tahun ajaran 2016/2017 SMA Parulian 1 Medan. Dari hasil penelitian dengan mengunakan analisis teori model implementasi Van Meter dan Van Horn yang terdapat enam variabel didalamnya, hasil penelitian tersebut implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tidak dilaksanakan dimana adanya kendala yakni pada sumber daya yaitu sumber daya manusia dan sumber daya material, disposisi atau sikap pelaksana yaitu Sumber daya yang tidak medukung sehingga memutuskan untuk mengikuti percontohan dari SMA Negeri 5 Medan untuk pelaksanaan UNBK tahun ajaran 2017/2018, serta lingkungan sosial dan ekonomi yaitu keterbatasan pengunaan dana bos hanya bisa membeli komputer satu buah setiap tahunnya.  Peneliti berharap kedepannya  kepada pihak sekolah yang akan melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) supaya lebih memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan  pelaksanaan ujian tersebut.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, UNBK
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PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang 

Program pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan seiring dengan tantangan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di era globalisasi.Sehingga pendidikan harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang bukan sekedar berfungsi sebagai penerima arus informasi akibat perkembangan ilmu dan teknologi tetapi harus memberikan bekal kepada mereka agar dapat mengelola, menyesuaikan dan mengembangkan apa yang harus diterima melalui perkembangan teknologi.

Teknologi Informasi dan Komunikasi berkembang sedemikian pesat merasuk kedalam kehidupan sehari-hari dan juga memberikan dampak besar pada dunia pendidikan. Salah satunyaadalahUjian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa sampai dengan mempersiapkan bangsa menuju tatanan global yang semakin kompetitif dan mementingkan kualitas diri dengan memanfaatkan teknologi dibidang pendidikan.

UNBK menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) adalah ujian yang menggunakan komputer sebagai media untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya. Perluasan pelaksanaan UNBK dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, mutu, reliabilitas, kredibilitas, dan integritas ujian. Hal ini menunjukan bahwa UNBK atau ComputerBasedTest (CBT) merupakan salah satu bentuk dari kegiatan evaluasi pendidikan yang dilakukan pemerintah, untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan komputer sebagai media untuk memudahkan dalam mengerjakan soal ujian nasional.  

UNBK berbeda dengan sistem Ujian Nasional Berbasis Kertas (Paper BasedTest)yang selama ini sudah berjalan. UNBK merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan ujian nasional berbasis kertas. UNBK memberikan banyak manfaat dalam pelaksanaannya, yaitu lebih memudahkan dalam mengerjakan soal ujian, menghemat biaya pengadaan serta distribusi bahan dan meningkatkan keamanan dalam proses penyiapan bahan yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan UNBK. Hal ini dikarenakan dengan UNBK, peserta didik tidak perlu memakai pensil, pulpen, penghapus, serutan dan papan berjalan. Peserta didik juga dibuat nyaman, yaitu tidak perlu menghitamkan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) dan mengisi biodata yang memakan waktu lama sekitar 10 menit. Peserta didik juga tidak perlu khawatir dengan kerusakan LJUN atau tidak terbaca oleh scanner. Pelaksanaan UNBK tidak membutuhkan kertas dan ramah lingkungan serta mencegah kecurangan dan kebocoran soal. Oleh karena itu, peserta didik sangat diuntungkan dengan adanya UNBK ini. (IndahyanaPutriManafe, 2017 : 2)

Dalampelaksanaan UNBK yang menjadi kendala saat ini adalah ketersediaan perangkat komputer. Meski banyak sekolah yang mengaku siap, namun kondisi perangkat dan jaringan belum sepenuhnya beroperasi dengan baik. Masih banyak sekolah yang tidak mempunyai cukup perangkat komputer yanglayak. (http:// sumeks.co.id)

SMA Parulian 1 Medan merupakan salah satu sekolah yang sudah melaksanakan UNBKpadatahunajaran 2017/2018. Namun pada tahun ajaran 2016/2017SMAParulian 1 Medan tidak melaksanakan UNBK dikarenakan tidak memenuhi kriteria dan persyaratan pelaksanaan UNBK, Kepala Sekolah(TropinusTambunan) menyampaikan bahwa sekolah mereka belum siap mengikuti UNBK dikarenakan ada 100 lebih peserta didik SMA yang akan mengikuti ujian nasionalbelum siap mengikuti agenda UNBK sehingga sekolahnya mengikuti ujian nasional manual seperti yang dilakukan sebelumnya akibat dari sarana dan prasarana seperti komputer yang dibutuhkan untuk UNBK belum memadai dan belum cukup. [Go sumut, minggu 15/01/2017 pukul 13.50 wib.James Aries]..

Berdasarkan dari permasalahandiatas, maka penulis tertarik umtuk mengambil judul skripsi yakni “ ImplementasiUjianNasionalBerbasisKomputer(UNBK ) di SMA Parulian 1 Medan” 



1.2 Perumusan Masalah	

Menurut Sugiyono (2015 : 88), perumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Untuk mempermudah penelitian agar mendapatkan arah yang jelas dalam menginterprestasikan fakta dan latar belakang diatas. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi UNBK Di SMA Parulian 1 Medanpadatahunajaran 2016/2017?

2. Apa Faktor-Faktor Penghambat ImplementasiUNBKDi SMA Parulian 1 Medanpadatahunajaran 2016/2017?



1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan mencapai pemecahan masalah yang jelas, karena dengan itu mempermudah arah penelitian dan mendapatkan manfaat yang diambil dari penelitiantersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatasmaka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi UNBK Di SMA Parulian 1 Medanpadatahunajaran 2016/2017

2. Untuk mengetahui dan mampu menjelaskan faktor-faktor penghambat ImplementasiUNBKpadatahunajaran 2016/2017 Di SMA Parulian 1 Medan



1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Ahmad (2015 : 188) manfaat penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Kalau tujuan dapat tercapai, dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat.

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan khususnya yang ingin mengkaji implementasi UNBK

2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberikan masukan kepada pemerintah tentang pelaksanaan UNBK 

3. Untuk menambah pengalaman peneliti serta menambah wawasan bagi tempat dimana penulis melakukan penelitian secara langsung mengenai Implementasi UNBK di SMAParulian 1 Medan

4. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat secara umum tentang pelaksanaan UNBK
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